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ABSTRAK 

 
Skripsi ini adalah hasil penelitian kepustaan yang berjudul “Konsep 

Mahar Berupa Jasa Menurut Imam Syafi’i Dan Abu Hanifah Serta Relevansinya 

Dalam Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia”. Adapun masalah yang akan 

diteliti ialah: Bagaimana konsep mahar berupa jasa menurut Imam Syafi’I dan 

Imam Abu Hanifah?, Apa persamaan dan perbedaan konsep mahar berupa jasa 

menurut Imam Syafi’I dan Abu Hanifah?, Dan Bagaimana relevansinya 

pemberian mahar berupa jasa dalam hokum perkawinan islam di Indonesia.  

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif komparatif. Data 

penelitiannya bersifat kualitatif, diperoleh melalui teks (text reading) dan 

selanjutnya dianalisis dengan menggunakan pola pikir deduktif dan komparatif.  

Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  konsep  mahar  berupa  jasa, 

menurut Imam Syafi’i, membolehkan mahar yang berupa jasa atau manfaat yang 

dapat diupahkan sah dijadikan mahar sedangkan menurut Imam Abu Hanifah 

tidak membolehkan, karena mahar harus bersifat materi yang secara nyata 

diberikan pada istri. Mengenai mahar yang berupa membacakan atau 

mengajarkan ayat-ayat al-Qur’an Imam Abu Hanifah menghukuminya fasad 

terhadap maharnya, sehingga tidak boleh dijadikan mahar, namun darinya wajib 

dibayar mahar mistil. Sedangkan persamaan dari kedua Imam madzab ini adalah 

sama-sama menghukumi sah dalam pernikahannya. Keterkaitan pemberian mahar 

berupa jasa dalam akad perkawinan islam di Indonesia dengan konteks sekarang 

ini sesuai dengan KHI, bahwa mahar boleh berupa barang, uang atau jasa yang 

tidak bertentangan dengan hukum Islam (KHI Pasal 1 sub d). Mahar itu bisa 

berdasarkan asas kesederhanaan dan kemudahan serta berdasarkan kesepakatan 

kedua belah pihak baik bentuk dan jenisnya (KHI Pasal 30 dan 31).  Hal ini 

sejalan dengan pandangan Imam Syafi’i dimana mayoritas umat muslim di 

Indonesia kebanyakan adalah menganut paham mazdab Imam Syafi’i. 

Sejalan dengan kesimpulan tersebut, penulis memberikan saran 1. Seiring 

perubahan zaman, maka problem umat semakin kompleks, maka penyelesaian 

yang arif dan bijaksana, yang diambil dari dasar utama hukum Islam, yaitu al-

Qur’an dan as-Sunnah, dan hukum-hukum yang lahir dari keduanya. Bagaimana 

pun juga dasar hukum Islam yang telah diyakini itu sebagai petunjuk dan mampu 

memberikan jalan keluar dari problem tersebut dan perlu ditafsirkan kembali 

sesuai dengan kebutuhan umat saat ini. 2. Islam menyenangi kemudahan, maka 

mudahkanlah urusan pernikahan kalian semua, salah satu diantaranya adalah 

dengan mempermudah dalam urusan mahar, sesuai dengan anjuran hadist nabi 

dan kisah-kisah terdahulu. Hal ini Islam juga memiliki aturan tersendiri dan tidak 

ada ketentuan yang pasti tentang kadar mahar, akan tetapi dianjurkan agar segala 

sesuatu yang kita jadikan mahar tersebut tidak berlebihan serta mempunyai asas 

manfaat. 
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1 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Agama Islam yang diturunkan oleh Allah SWT kepada Nabi 

Muhammad saw melalui malaikat Jibril, di dalamnya mengatur tentang 

kehidupan manusia dalam mencapai kebahagiaan di dunia maupun di 

akhirat, berupa aturan-aturan yang mengikat manusia dalam mengarungi  

kehidupan di dunia ini. Pengaturan yang dilakukan meliputi berbagai hal 

dari masalah individu manusia itu sendiri sampai pada permasalahan 

hidup orang banyak dengan didasari oleh Al-Quran dan Hadis. Bersamaan 

dengan itu telah ditetapkan pula aturan-aturan bermasyarakat yang harus 

dipatuhi oleh setiap orang dengan tujuan untuk menciptakan suatu 

masyarakat yang berdiri di atas landasan yang kokoh dan kuat baik dari 

segi kasih sayang, tenggang rasa, toleransi, loyalitas, dan kesempurnaan 

akhlak yang semuanya bersumbu pada iman dan taqwa.
1
 Islam juga 

agama yang mengatur masalah perkawinan, Setiap hal-hal atau unsur-

unsur perkawinan di dalam agama Islam diatur secara terperinci dan 

tegas, karena agama Islam adalah salah satu agama yang sangat 

memperhatikan masalah perkawinan.        

Perkawinan dalam Islam  merupakan  ikatan  yang  kuat  antara  

pria dengan wanita untuk selamanya. Oleh karena  itu tujuan perkawinan 

                                                           

1
 Abduttawab Haikal, Rahasia Perkawinan Rasulullah, (Jakarta: Pedoman Jaya Ilmu, 1988). 6. 
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2 

 

adalah untuk membentuk tatanan keluarga yang diliputi rasa kasih 

sayang, antara sesama anggota  keluarga.  Tujuan  tersebut  dapat  dilihat  

dalam  Kompilasi  Hukum Islam pasal 3 diterangkan bahwa: ‚Perkawinan 

bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, 

mawaddah dan warahmah.‛
2
 

Islam memiliki keistimewaan tersendiri dalam memandang 

kedudukan wanita, yakni memberikan hak untuk memegang urusan serta 

memiliki sesuatu. Pada zaman Jahiliah dahulu, hak wanita itu di 

hilangkan dan disia-siakan sehingga walinya dengan semena-mena dapat 

menggunakan hartanya dan tidak memberikan kesempatan untuk 

mengurus hartanya serta menggunakannya. Pada setiap upacara 

perkawinan, hukum Islam mewajibkan pihak laki-laki untuk memberikan 

mahar atau maskawin yang lebih di kenal pada masyarakat indonesia.  

Menurut ajaran islam mahar bukanlah dimaksudkan sebagai 

harga, pengganti atau nilai tukar bagi wanita (calon istri) yang akan 

dinikahi. Mahar hanyalah sebagai bagian dari lambang atau tanda bukti 

bahwa calon suami menaruh cinta terhadap calon istri yang akan 

dinikahinya. Mahar juga berfungsi sebagai  tanda  ketulusan  niat  dari  

calon  suami  untuk  membina  kehidupan rumah tangga bersama calon 

istrinya dan dapat  pula dinilai sebagai bukti pendahuluan bahwa 

setelah hidup berumah tangga nanti. Sang suami akan senantiasa 

                                                           

2
 Abdurrahman, Kompilasi  Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta:  Academia  Pressindo,1992). 

114.  
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3 

 

memenuhi tanggung jawabnya, memberi nafkah bagi sang istri dan 

keluarganya,  yang  ditujukan  pada  awal  pernikahannya  dengan  rela  

hati memberikan sebagaian dari hartanya kepada calon istrinya.
3
  

Wanita harus mengikuti ketentuan atau aturan yang ada, 

sebagaimana yang  sudah tertulis dalam al-Qur'an ataupun hadits-

hadits Nabi SAW. Mahar yang diberikan atau yang diminta calon istri 

tidak memberatkan calon suami, karena hal ini sama dengan 

melanggar hukum Allah SWT, yaitu  mempersulit  atau mempersukar 

pelaksanaan pernikahan yang dampaknya akan lebih berat lagi yakni 

dikhawatirkan timbulnya perzinaan serta hal-hal yang tidak diinginkan 

lainnya. 

Kesalahpahaman atau ketidaktepatan dalam memaknai mahar 

menimbulkan berbagai implikasi terhadap status perempuan dalam 

kehidupan pernikahannya. Para ahli hukum Islam membahas 

permasalahan mahar  hanya  berada di sekitar dan berkaitan dengan 

permasalahan biologis, sehingga seolah-seolah mahar hanya sebagai alat 

perantara dan kompensasi bagi kehalalan hubungan suami istri. Pada 

saat yang sama, mahar juga digunakan sebagai alasan yang kuat untuk 

menyatakan bahwa suami mempunyai hak mutlak terhadap istrinya.
4
 

Ulama mazhab sepakat bahwa mahar bukanlah salah satu rukun 

akad, sebagaimana halnya yang terjadi dalam jual-beli, tetapi merupakan 

                                                           
3
 Departemen Agama RI, Ensiklopedi Islam di Indonesia, (Jakarta: CV. Anda Utama, 1993). 667. 

4
 Abdul Aziz Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam, Jilid III, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 

1996).1042. 
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4 

 

salah satu konsekuensi adanya  akad.  Akad  nikah  boleh  dilakukan  

tanpa  (menyebut) mahar.
5  

Dasar wajibnya menyerahkan mahar itu 

ditetapkan dalam al-Qur’an dan dalam hadits Nabi. Dalil dalam ayat al-

Qur’an adalah firman Allah dalam surat an-Nisa’ ayat 4 yang berbunyi :  

                                 

Artinya:‚Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu 
nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika 
mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu 

dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu 
(sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.‛

6
 

Dilihat dari asbab al-nuzulnya surat An-Nisa’ ayat 4 di atas bahwa 

ada keterangan sebagai berikut: diketengahkan oleh Ibnu Abi Hatim yang 

bersumber dari Abu Shahih, jika seorang bapak mengawinkan putrinya, 

menerima dan menggunakan maskawin tanpa seizin putrinya. Maka Allah 

pun melarang mereka berbuat demikian, sehingga menurunkan ayat 4 surat 

An-Nisa’.
7
 

Umumnya mahar itu dalam bentuk materi, baik berupa uang atau 

barang berharga  lainnya yang bernilai.  Syari’at  Islam  memungkinkan  

bahwasannya mahar  itu juga dapat dalam bentuk jasa melakukan sesuatu. 

Ini adalah pendapat yang dipegang jumhur ulama. Mahar dalam bentuk jasa 

ini ada landasannya dalam al-Qur’an dan demikian pula dalam hadits Nabi. 

                                                           
5
 Muhammad Jawad Mughniyah, Fiqih Lima Mazhab, Terj. Afif Muhammad, ( Jakarta: PT. 

Lentera Basritama, 2001). 366. 
6
 Yayasan Penyelenggara Penterjemah al-Qur’an, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Bandung: Sinar 

Baru Algensindo, 2006). 61.  
7
 H.A.A. Dahlan dan M. Zaka Alfarisi (eds), Asbabun Nuzul Latar Belakang Historis Turunnya 

Ayat-ayat al-Qur’an, Edisi kedua, (Bandung:  CV. Penerbit Diponegoro, 2000). 127. 
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5 

 

Contoh mahar dalam bentuk jasa dalam al- Qur’an ialah menggembala 

kambing selama 8 tahun sebagai mahar perkawinan seorang perempuan.
8
 

Hal ini sebagaimana telah terjadi ketika Nabi Musa a.s. menikahi 

salah seorang putri Nabi Syu’aib a.s., dengan mas kawin bekerja 

selama 8 tahun sebagaimana firman Allah SWT dalam surat al-Qashash 

ayat 27: 

                              

            

Artinya : ‚Berkatalah Dia (Syu'aib): "Sesungguhnya aku bermaksud 

menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas 

dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu 

cukupkan sepuluh tahun Maka itu adalah (suatu kebaikan) dari 

kamu, Maka aku tidak hendak memberati kamu. dan kamu insya 

Allah akan mendapatiku termasuk orang- orang yang baik". 

 

Contoh hadits ialah bahwa Nabi sendiri waktu menikahi Sofiyah yang 

waktu itu masih berstatus hamba dengan maharnya memerdekakan Sofiyah 

tersebut. Hal ini terdapat dalam hadits : 

ا بْاا حَدَّ ددٌا حَ بْادٍا ةُا حَ عِ بْا حَ دَّ ثَحَ حَ ا ثَةُ حَ يحَ ةُا بْا ا احَيبْا حَ اعٍِ ا حَ ةُ حَ يعِ ا بْاا حَ ا حَ بْا عِ  ةُامحَ لعِكٍا حَ دَّا حَ حَ عِ
ا للدَّ عِا حَلدَّ ا للدَّارحَ ةُ بْا ا حَلحَ بْ عِا حَ حَلدَّمحَا حَ بْ حَقحَا حَفعِ دَّ حَا حَجحَ حَلحَا عِ ثَبْقحَهحَ ا حَ حَ  ثَحَهحَ  عِ  9.هةُ

Artinya: ‚Telah  menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa’id telah 

menceritakan  kepada  kami  Hammad dari Tsabit dan Su’aib bin 

Habha dari Anas bin Malik bahwa Rasululla SAW telah 

memerdekakan Shofiyah dan menjadikan kemerdekaan itu sebagai 

maharnya (waktu kemudian mengawininya).‛ 

                                                           
8
 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan Undang-

undang Perkawinan, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009). 91. 

9
 Al-Imam Abi abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim ibn al-Mughirah ibn Bardizbah al-

Bukhari, Sahih al-Bukhari, Juz V, (Beirut, Lebanon: Darul Kutub Al’ilmiyah, 1992). 444. 
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 Hadits yang diterima dari Anas dalam kitab Sunan an-Nasa’i tentang 

mahar Ummu Sulaim yang berupa masuk islamnya Abu Thalhah, 

sebagaimana dalam hadits : 

ا ا حَ اعٍِ ا حَ بْ اابْ ةُا ةُلحَ بْمحَ  حَا حَ بْ ا حَ ثَبْيحَأحَ حَ اجحَ بْفحَرةُ يثَحَرحَ حَ امُةُحَمدَّ ةُاابْ ةُا ل دَّضبْرعِاابْ عِامةُسحَ  عِرٍا حَ  حَ  حَخبْ
ايحَ ا حَاحَ اطحَلبْححَ حَايثَةُرحَدُّا ثثَبْلةُكحَ ا حَ للدَّ عِامحَ امعِ ا حَاةُ اطحَلبْححَ حَا ةُمدَّا ةُلحَ بْمٍافثَحَقحَ لحَ بْ اخحَطحَيحَ  حَ حٍَ ا حَ  حَ

ا حَ حَ حَا ارحَجةُلدٌا حَ فعِردٌ ا حَلحَ عِ دَّكحَ افحَذحَ كحَ لعِمبْ اتةُسبْ افحَإعِ بْ ا حَتثَحَزحَ دَّجحَكحَ ا حَ بْ ايَحَعِلُّالِعِ لعِمحَ دٌا حَلَحَ  ا مبْرحَ حَةدٌامةُسبْ
رحَهحَ  امحَهبْ لحَمحَافحَ حَ  حَاذحَلعِكحَ اغحَ ثَبْرحَهةُافحَأحَ بْ أحَلةُكحَ رعِيا حَمحَ ا حَ بْ  .محَهبْ

Artinya: ‚ Muhammad bin Nadhar bin Musawir meriwayatkan kepada kami 

dia berkata, Ja’far bin Sulaiman meriwayatkan kepada kami dari Tsabit dari 

Anas dia berkata, Abu Thalhah telah melamar Ummu Sulaim, kemudian 

Ummu Sulaim menjawab, ‚Demi Allah, tidaklah seorang laki-laki seperti 

kamu itu pantas ditolak. Tetapi kamu seorang laki-laki  kafir  sedang saya  

seorang  wanita  muslim,  dan tidak halal bagi saya menikah denganmu. Jika 

kamu masuk Islam, maka itu adalah mahar untukkku dan saya tidak meminta 

kepadamu selain itu. Kemudian dia masuk Islam dan itu sebagai maharnya.‛ 

(H.R. An-Nasa’i).
10

 

Hadits-hadits tersebut  menunjukkan  bahwa mahar  itu  boleh dalam 

jumlah sedikit dan boleh juga berupa sesuatu yang bermanfaat. Bagi Ummu 

Sulaim, keislaman Abu Thalhah adalah lebih berharga daripada harta yang 

akan diberikan suaminya. Menurut syari’at, pada dasarnya mahar menjadi hak 

perempuan dan dia  bebas  menggunakannya, jika ia rela menerima mahar 

dengan  ilmu dan agama atau Islamnya calon suami atau pengajaran al-

Qur’an, ini merupakan mahar yang sangat berharga, berguna dan paling 

utama.
11

 

                                                           
10

 Ahmad Ibn ‘Ali Ibn Syu’aib Ibn ‘Ali Ibn Sinan Ibn Bahr Ibn Dinar Abu ‘Abd al-Rahman al-

Nasa’I, Sunan an-Nasa’I Bisyarhi al-Hafidh Jalaluddin as-Suyuthi Wahatsiyah al-Imam as-
Sanadi, Juz 6, (Beirut,Lebanon: Darul Kutub al-‘Ilmiyah,tt). 114 
11

 Sayyid Sabiq, Fiqh al-Sunnah, Terj. Nor Hasanuddin, Jilid III, Cet. I, (Jakarta: Pena Pundi 

Aksara, 2006). 42. 
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Permintaan Ummu Sulaim berupa mahar tentang kesediaan dari Abu 

Thalhah untuk masuk islam demi meninggikan agama islam, maka mahar 

Ummu Sulaim menunjukkan pengertian bahwa mahar dapat menjadi 

pengikat kasih-sayang dalam perkawinan sekaligus untuk syi’ar agama islam 

dan tujuan dakwahnya. Mahar juga tidak dapat di ukur dari sedikit-banyaknya 

secara kuantitatif dan sekedar untuk menunjukkan bahwa mahar tidak harus 

selalu berbentuk harta atau materi, tetapi mahar dapat berupa non materi 

seperti mengajarkan istri membaca al- Qur’an, memerdekakan budak, dan 

keislaman sebagai mahar.  

Dalam mahar jasa ini, terdapat perbedaan pendapat ulama seperti 

mengajarkan al-Qur’an, hukum-hukum agama, dan pekerjaan sebagai mahar 

yang akan diberikan calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai wanita. 

Menurut pendapat Imam Abu Hanifah, mengajarkan al-Qur’an, hukum-

hukum agama dan sebagainya tidak termasuk harta, dimana tidak boleh 

mengambil upah darinya,  sehingga  tidak  sah untuk  dijadikan  mahar,  

namun darinya  wajib dibayar mahar mitsil.  

Imam Kamaluddin bin al-Humam al-Hanafi dengan mengutip 

Imam Abu Hanifah yaitu bahwa mengajarkan al-Qur’an sebagai mahar 

adalah fasad (rusak) dan harus mengganti dengan mahar mitsil.
12

 

  Sedangkan Imam Syafi’i dalam kitab al-Umm menjelaskan 

bahwa membolehkan adanya  mahar  dengan  menjahit  pakaian, 

                                                           
12

 Imam Kamal bin Muhammad bin Abdulrahim al-Ma’ruf bin al-Humam al-Hanafi, Syarh Fathul 
al-Qadir, Juz 3, (Beirut, Libanon: Darul Kutub al-‘Ilmiyah,tt). 326. 
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membangun  rumah,  melayani sebulan, atau  mengajarkan al-Qur’an 

kepada  istri,  yang  merupakan mahar jasa.
13

 

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 1 bagian d, bahwa mahar 

adalah pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai 

wanita, baik berbentuk barang, uang atau jasa yang tidak  bertentangan  

dengan  hukum Islam. Pasal 30 KHI menegaskan bahwa  calon 

mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita 

yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak, 

sedangkan pasal 33 ayat 1 KHI bahwa penentuan besarnya mahar 

didasarkan atas kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan oleh 

ajaran Islam. 

Mahar dalam konteks hukum Islam memang bukan merupakan 

rukun dari perkawinan tapi sebagai kewajiban dari mempelai pria. 

Kebanyakan masyarakat Indonesia lebih banyak mengedepankan atau 

mengutamakan pemberian mahar berupa materi dibandingkan mahar 

yang berupa non materi, padahal mahar bisa juga diberikan selain 

materi, dan hal itu diperbolehkan dalam islam. 

  Dari latar belakang dan permasalahan kontemporer yang 

terjadi, maka mendorong penulis untuk melakukan penelitian skripsi 

yang berjudul ‚KONSEP MAHAR BERUPA JASA MENURUT IMAM 

SYAFI’I DAN ABU HANIFAH SERTA RELEVANSINYA DALAM 

HUKUM PERKAWINAN ISLAM DI INDONESIA‛ 

                                                           
13

 Imam Abi Abdus Muhammad bin Idris asy-Syafi’i, Al-Umm, Juz V, (Beirut Libanon: Dar al-

Fikr). 64. 
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B. Identifikasi Masalah 

Beberapa masalah di atas menarik untuk dilakukan penelitian. 

Masalah tersebut dapat diidentifikasikan sebagai berikut: 

1. Pendapat Imam Syafi’i dan Abu Hanifah tentang konsep mahar 

berupa jasa 

2. Persamaan dan Perbedaan konsep mahar berupa jasa menurut Imam 

Syafi’i dan Abu Hanifah  

3. Pandangan umum masyarakat indonesia tentang mahar 

4. Relevansi pemberian mahar dalam hukum perkawinan Islam di 

Indonesia  

C. Batasan Masalah 

       Dengan adanya suatu permasalahan di atas, maka untuk memberikan 

arah yang jelas dalam penelitian ini penulis membatasi pada masalah-

masalah berikut ini: 

1. Bagaimana Konsep mahar berupa jasa menurut Imam Syafi’i dan 

Imam Abu Hanifah 

2. Persamaan dan Perbedaan konsep mahar berupa jasa menurut Imam 

Syafi’i dan Abu Hanifah  

3. Relevansi pemberian mahar jasa dalam hukum perkawinan islam di 

Indonesia 

 

 

 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

10 

 

D. Rumusan Masalah 

       Untuk memfokuskan permasalahan yang muncul dalam suatu 

penelitian, perlu dirumuskan masalahnya sebagai berikut: 

1. Konsep mahar berupa jasa menurut Imam Syafi’i dan Imam Abu 

Hanifah? 

2. Apa Persamaan dan Perbedaan konsep mahar berupa jasa menurut 

Imam Syafi’i dan Abu Hanifah?  

3. Bagaimana relevansi pemberian mahar jasa dalam hukum perkawinan 

islam di Indonesia? 

E. Kajian Pustaka 

       Untuk mengetahui originalitas dalam penelitian ini, penulis akan 

memaparkan beberapa penelitian terdahulu yang pembahasannya terkait 

dengan judul peneliti saat ini, diantaranya adalah : 

1. ‚Batasan minimal mahar dalam perkawinan : analisis perbandingan 

pendapat antara Imam Syafi'i dan Imam Malik‛ pada tahun 2003, oleh 

Darmawan dari Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. 

Penelitian ini membahas tentang bagaiamana perbandingan pendapat 

antara Imam Syafi’i dan Imam Malik dalam hal untuk menentukan 

batasan minimal mahar yang harus di berikan oleh calon suami kepada 

calon isteri dalam perkawinan, dalam skripsi ini Imam Syafi’i dan 

Imam Malik sama-sama membatasi jumlah minimal mahar. Hanya 
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saja Imam Syafi’i tidak membatasi secara spesifik, tetapi Imam Malik 

membatasi secara spesifik (tiga dirham).
14

 

2. ‚Studi Analisis Pendapat Imam Syafi’i tentang diperbolehkannya 

Mengajarkan al-Qur’an sebagai Mahar‛ pada tahun 2004 oleh 

Syamsul Mu’amar dari IAIN Walisongo Semarang. Dalam penelitian 

ini membahas bahwa pendapat Imam Syafi’i tentang mengajarkan al-

Qur’an sebagai mahar dalam perkawinan merupakan suatu pemberian 

yang diwajibkan oleh Allah untuk si calon suami yang melangsungkan 

perkawinan, walaupun bentuk dan jumlahnya tidak ditentukan oleh 

syari’at, tetapi calon suami harus memberikan sesuatu kepada calon 

istrinya dan pemberian itu tidak boleh ditarik kembali oleh si calon 

suami terkecuali istri merelannya.
15

  

3. ‚Studi Komparatif Pendapat Imam Malik dan Abu Hanifah tentang 

Maskawin yang Tidak Diketahui Sifat dan Jenisnya‛ pada tahun 2005 

oleh Nur Kheli dari IAIN Walisongo Semarang. Dalam penelitian ini 

menjelaskan bahwa mengenai sifat-sifat maskawin, fuqaha sependapat 

tentang sahnya pernikahan berdasarkan pertukaran dengan suatu 

barang tertentu yang dikenal sifatnya, yakni yang tertentu jenis, besar, 

dan nilainya. Mereka berbeda pendapat tentang barang yang tidak 

diketahui sifatnya dan tidak ditentukan jenisnya, seperti jika seseorang 

mengatakan, ‚Aku kawinkan engkau dengan dia dengan maskawin 

                                                           
14

 Darmawan, ‚Batasan minimal mahar dalam perkawinan : analisis perbandingan pendapat 
antara Imam Syafi'i dan Imam Malik‛  (Skripsi-UIN Sunan Ampel Surabaya, 2003). 
15

 Syamsul Mu’amar, ‚Studi Analisis Pendapat Imam Syafi’i tentang Diperbolehkannya 
Mengajarkan al-Qur’an sebagai Mahar‛ (Skripsi,-IAIN Walisongo Semarang, 2004). 
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seorang hamba atau pelayan‛, tanpa menerangkan sifat-sifat hamba 

atau pelayan itu yang dapat diketahui harga dan nilainya. Malik dan 

Abu Hanifah berpendapat  bahwa perkawinan dengan cara seperti itu 

dibolehkan, sedang Syafi'i berpendapat tidak boleh.
16 

4. ‚Studi Analisis Pendapat Imam Syafi'i tentang Batas Terendah 

Pembayaran Maskawin‛ pada tahun 2005 oleh Muttaqin IAIN 

Walisongo Semarang. Dalam penelitian ini menjelaskan bahwa 

menurut Imam Syafi'i, maskawin itu tidak ada batasan rendahnya. 

Prinsip bagi Imam Syafi'i yaitu asal sesuatu yang dijadikan mahar itu 

bernilai dan berharga, maka boleh digunakan sebagai maskawin. 

Alasan Imam Syafi'i adalah karena pernikahan merupakan lembaga 

yang suci tidak boleh batal hanya lantaran kecilnya pemberian, sebab 

yang penting adanya kerelaan dari pihak wanita. 

Keterangan di atas menunjukkan penelitian terdahulu berbeda 

dengan penelitian saat ini. Perbedaan penelitian sebelumnya yaitu skripsi 

yang pertama menganalisa perbandingan pendapat antara Imam Syafi’i 

dan Imam Malik dalam hal untuk menentukan batasan minimal mahar 

yang harus di berikan oleh calon suami kepada calon isteri, Kemudian 

skripsi yang kedua menganalisis pendapat Imam Syafi’i tentang 

mengajarkan al-Qur’an sebagai mahar dalam perkawinan dan batasan 

terendah maskawin, Kemudian skripsi yang ketiga menganalisis 

perbandingan pendapat Imam Malik dan Abu Hanifah tentang maskawin 

                                                           
16

 Kheli Nur, ‚Studi Komparatif Pendapat Imam Malik dan Abu Hanifah tentang Maskawin yang 

Tidak Diketahui Sifat dan Jenisnya‛, (Skripsi,-IAIN Walisongo Semarang, 2005). 
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yang tidak diketahui sifat dan jenisnya, Sedangkan skripsi yang keempat 

menganalisis batas terendah pembayaran maskawin. 

Pendapat yang penulis bahas ini, yakni tentang konsep mahar 

berupa jasa menurut imam syafi’i dan abu hanifah, yang jelas diketahui 

dan tidak hanya mengkhususkan mahar yang berupa al-Qur’an saja yang 

dapat dijadikan mahar. Mahar juga dapat berupa jasa atau manfaat yang 

lain seperti pengajaran ilmu-ilmu agama, menggembalakan ternak dan 

berupa pekerjaan yang lain, dengan syarat mahar tersebut mempunyai 

manfaat yang baik, supaya sah menjadi mahar, serta menekankan bahwa 

mahar tidak harus berupa materi tetapi dapat pula berupa non materi yang 

mungkin lebih bermanfaat bagi istri, kemudian skripsi ini juga 

direlevansikan dalam hukum perkawinan islam di indonesia saat ini. 

 

F. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan permasalahan tersebut di atas, maka tujuan dari 

penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui konsep mahar berupa jasa menurut Imam Syafi’i 

dan Imam Abu Hanifah? 

2. Untuk mengetahui Persamaan dan Perbedaan konsep mahar berupa 

jasa menurut Imam Syafi’i dan Abu Hanifah  

3. Untuk mengetahui relevansi pemberian mahar jasa dalam hukum 

perkawinan islam di Indonesia. 
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G. Kegunaan Hasil Penelitian 

Hasil dari penelitian dapat bermanfaat sekurang-kurangnya dalam 2 

(dua) hal di bawah ini: 

1. Aspek teoritis 

 Hasil penelitian ini dapat dijadikan kajian penelitian bagi peneliti 

selanjutnya dan masukan dalam mendalami tentang bagaiamana 

konsep mahar berupa jasa menurut Imam Syafi’i dan Imam Abu 

Hanifah serta relevansinya dalam hukum perkawinan islam yang ada 

di Indonesia. 

2. Aspek praktis 

       Hasil penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat sebagai 

berikut: 

1.) Untuk menambah ilmu dan wawasan intelektualitas bagi 

mahasiswa ataupun masyarakat yang membaca hasil penelitian 

ini khusunya bagi penulis sendiri. 

2.) Sebagai pengingat bahwa mahar itu penting dalam perkawinan 

walaupun mahar berupa jasa atau non materi. 

3.) Diharapkan dapat menjadi masukan dan sumbangan pemikiran 

kepada orang-orang yang hendak menikah dalam penentuan 

mahar. 
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H. Definisi Operasional 

1. Mahar berupa jasa 

Pemberian wajib dari calon suami kepada calon istri ketika 

berlangsungnya acara akad nikah diantara keduanya untuk 

menujukehidupan bersama sebagai suami istri
17

,yang berupa jasa 

yakni suatu perbuatan yang memberikan asas kemanfaatan bagi calon 

isteri. 

2. Hukum Perkawinan islam di Indonesia 

Suatu perkawinan yang sesuai dengan hukum islam yang berlaku di 

Indonesia yakni KHI.  

I. Metode Penelitian 

 Metode penelitian bermakna seperangkat pengetahuan tentang 

langkah-langkah sistematis dan logis dalam mencari data yang berkenaan 

dengan masalah tertentu untuk diolah, dianalisi, diambil kesimpulan dan 

selanjutnya dicarikan pemecahannya. Metode penelitian dalam skripsi ini 

dapat dijelaskan sebagai berikut.
18

 

1. Data Penelitian 

Adapun data penelitian ini diambil dari konsep – konsep 

yang berasal dari Imam Syafi’i dan Imam Abu Hanifah yang 

terdapat dari literatur serta buku-buku yang berkaitan dengan 

                                                           
17

 Departemen Agama RI, Ensiklopedi Islam di Indonesia. (Jakarta: CV. Anda Utama,1993), 667. 
18

 Hadari Nawaei, Metode Penelitian Bidang Sosial, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 

1991). 24 
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konsep mahar, dan KHI yang terdapat dalam hukum perkawinan 

islam di Indonesia. 

2. Sumber Data 

Sumber data primer dan sekunder yang dijadikan acuan 

dan landasan teori, antara lain: 

a. Sumber data primer 

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber 

pertama.
19

 

1) Kitab Al – Umm karya Imam Syafi’i , tentang salah 

satu babnya yang membahas mahar. 

2) Kitab Syarh Fath al-Qadir, karya Imam Kamaluddin 

bin alHumam, murid Imam Abu Hanifah, tentang salah 

satu babnya yang membahas mahar. 

3) Kompilasi Hukum Islam (KHI). 

b. Sumber data sekunder 

Data sekunder yaitu data yang memberikan penjelasan 

mengenai bahan hukum primer.
20

 

1) Al-Muhazzab Fi Fiqh Al-Imam Al-Syafi'i Karya Abu 

Ishaq Ibrahim 

                                                           
19

 Amiruddin dan H. Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: PT Raja 

Grafindo Persada, 2006). 30. 
20

 Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 

1998). 116. 
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2) Fiqh Lima Mazhab Karya Muhammad Jawad 

Mugniyah 

3) Al-Fiqh Ala Mazahib Al-Arba'ah Karya Abdur Rahman 

Al-Jaziri, serta hadist dan buku - buku lainnya yang 

berkaitan dalam penelitian ini. 

3. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik Pengumpulan data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah teknik pengumpulan data studi pustaka. 

Studi pustaka dalam penelitian ini sebagai upaya untuk 

memperoleh data dan informasi berupa catatan tertulis 

diantaranya ialah kitab-kitab dan buku yang tersimpan berkaitan 

dengan masalah yang diteliti. Studi pustaka berupaya untuk 

memahami persoalan yang diteliti secara komperehensif.
21

 

Dalam penelitian ini, objek studi dokumentasi adalah 

dokumen yang tertulis yang memuat konsep mahar berupa jasa 

menurut Imam Syafi’i dan Imam Abu Hanifah. 

4. Teknik Pengolahan Data 

Teknik pengolahan data dengan menggunakan tahapan: 

a. Editing  

yakni yaitu kegiatan memeriksa atau meneliti data yang telah 

diperoleh untuk menjamin apakah data tersebut dapat 

                                                           
21

 Rully Indrawan dan Poppy Yaniawati, Metodologi Penelitian, Bandung: Refika Aditama, 

2014), 133. 
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dipertanggung jawabkan kebenarannya atau tidak.
22

 Dalam hal 

yang berkaitan dengan mahar berupa jasa menurut Imam 

Syafi’I dan Imam Abu Hanifah. 

b. Organizing 

Organizing adalah mengatur dan menyusun bagian hingga 

seluruhnya menjadi satu kesatuan yang teratur.
23

 

 

5. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang penulis pergunakan adalah 

komparasi verifikatif , yaitu teknik analisis dengan cara 

membandingkan persamaan dan perbedaan dua atau lebih fakta-

fakta dan sifat-sifat objek yang di teliti berdasarkan kerangka 

pemikiran tertentu, setelah itu dipertimbangkan secara rasional 

kemudian di akhiri dengan pengambilan kesimpulan.
24

 

Peneliti menggunakan pola pikir Deduktif dalam 

menganalisis data tentang konsep mahar berupa jasa menurut 

imam syafi’i dan abu hanifah serta relevansinya dalam hukum 

perkawinan islam di indonesia, yakni dengan menggambarkan 

hasil penelitian diawali dengan teori atau dalil yang bersifat umum 

yang berdasarkan KHI, kemudian mengemukakan kenyataan 

                                                           
22

 M. Syamsudin, Operasional Penelitian Hukum, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), 121. 
23

 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 

Edisi III, 2005), 803. 
24

 Lexy. J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003), 103 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

19 

 

bersifat khusus dari hasil penelitian tentang adanya perbedaan 

pendapat mengenai mahar berupa jasa menurut Imam Syafi’i dan 

Abu Hanifah, yang selanjutnya kesimpulannya dicari titik 

relevansinya dengan KHI. 

J. Sistematika Pembahasan  

Skripsi yang baik dan benar dalam penulisannya harus sistematis 

dan terarah. Maka dalam penelitian ini disusun sebagai berikut: 

BAB I Pendahuluan, bagian ini mengemukakan latar belakang masalah, 

identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, 

tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode 

penelitian dan sistematika pembahasan. 

BAB II membahas tentang konsep mahar menurut Imam Syafi’I dan Abu 

Abu Hanifah. 

membahas tentang ketentuan umum mahar dalam perkawinan Islam di 

Indonesia. 

BAB III membahas tentang ketentuan umum mahar dalam perkawinan 

Islam di Indonesia. 

BAB IV analisis perbandingan hukum mahar berupa jasa menurut Imam 

Syafi’i dan Abu Hanifah serta keterkaitan pemberian mahar berupa jasa 

dalam hukum perkawinan di Indonesia. 

BAB V merupakan penutup, berisi kesimpulan dan saran. 
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BAB II 

MAHAR MENURUT IMAM SYAFI’I DAN ABU HANIFAH 

 

A. Biografi Imam Syafi’i 

Nama lengkap Imam As-Syafi’i adalah Muhammad Ibn Idris al-

'Abbas Ibn Utsman Ibn Shafi’i Ibn al-Sa'ib Ibn `Ubaid Ibn `Abd Yazid fbn 

Hasyim Ibn `Abd al-Muthalib Ibn `Abd Manaf. Ia dilahirkan di Gazza (suatu 

daerah dekat Palestina) pada tahun 150 H,kemudian dibawa oleh ibunya ke 

Mekkah. 

Selain itu ada juga yang mengatakan bahwa beliau dilahirkan di 

asqalan yaitu sebuah wilayah yang jauhnya dari Ghaza sekitar tiga kilometer 

dan tidak jauh juga dari Baitul Maqdis. Menurut An Nawawi pendapat yang 

termashur adalah beliau dilahirkan di Ghaza. Selain itu Menanggapai 

perbedaan pendapat tersebut sebuah riwayat menjelaskan bahwa beliau 

dilahirkan di Ghaza akan tetapi kemudian beliau dibesarkan di Asqalan.
1
 

Imam Syafi’i wafat pada tahun 204 H dalam usia 54 tahun. Rabi’in 

bin Sulaiman (murid Imam Syafi’i) berkata, “Imam Syafi’i Rahimahullahu 

berpulang kerahmatullah sesudah menunaikan ibadah shalat maghrib, petang 

Kamis malam Jumat, akhir bulan Rajab dan kami makamkan beliau pada hari 

Jumat. Sorenya kami lihat hilal bulan Sya’ban 204”.
2
  

                                                           
1
Nasr Hamid Abu Zayd, Imam Syafi’i; Moderatisme, Elektisisme, Arabisme (Yogyakarta: 

LKiS, 1997), h. 3. 

 
2 Siradjuddin Abbas, Sejarah dan Keagungan Madzhab Syafi’i, (Jakarta: Pustaka Tarbiyah, 1972), 

h. 33. 
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Pendidikan As-Syafi’i dimulai sejak ia berada di Makkah. Ia 

menghafalkan al-Qur'an dan mempelajari al-hadīth. Menjelang usia 9 tahun, 

As-Syafi’i telah menyelesaikan pelajaran baca tulis, bahkan telah mampu 

menghafal al-Qur'an 30 juz serta menguasai sejumlah hadith Nabi. ia 

mempunyai minat yang sangat tinggi dalam belajar bahasa Arab sehingga 

mendorong untuk meninggalkan ibunya pergi ke perkampungan Bani 

Hudhayl, suatu kabilah yang masih murni bahasa Arabnya, guna mendalami 

bahasa Arab.
3
 As-Syafi’i memperoleh fasāhah dari mereka, menghafal 

banyak syair dari mereka, sehingga dibuat pepatah tentang kefasihannya.
4
  

Beranjak dewasa, ia belajar fiqh ahl al-hadīth kepada Imam Malik di 

Madinah, kemudian mempelajari fiqh ahl al-ra’y kepada Muhammad bin al-

Hasan al-Shayban di Irak. Dengan demikan, ia menguasai dua corak fiqh, 

yaitu fiqh ahl al-hadīth dan fiqh ahl al-ra’y.
5
 

Menurut Imam Syafi’I, rujukan pokok adalah al-quran dan Sunnah. 

Apabila suatu persoalan dalam al-quran dan Sunnah, hokum persoalan 

tersebut ditentukan dengan qiyas. Sunnah digunakan apabila sanadnya shahih. 

Ijma; lebih diutamakan atas khabar mufrad. Makna yang diambil dari hadits 

adalah makna dzahir, maka makna dzahir lebih diutamakan.
6
 

 

                                                           
3
 Abdul Mun’in Saleh, Madhhab Syafi’i; Kajian Konsep al-Maslahah, (Yogyakarta: Ittaqa Press, 

2001), h. 8. 
4
 Abdul Wahab Khallaf, Perkembangan Sejarah Hukum Islam, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), h. 

97. 
5
Mohammad Hasan Bisyri, “Pengaruh Faktor Sosio–Kultural Terhadap Metode Istinbat Al-Shafi`I 

Menjadi Qawl Qadim Dan Qawl Jadid”, Antologi Kajian Islam, seri 1, 155. 
6
 Jaih Mubarok, Modifikasi Hukum Islam; Studi tentang Qawl Qadim dan Qawl Jadid, (Jakarta; 

PT. RajaGrafindo Persada, 2002.h.33 
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B. Pendapat Imam Syafi’i Tentang Mahar Berupa Jasa 

Imam Syafi’i memberikan definisi yang terbuka dan jelas tentang 

mahar, yakni ‚sesuatu (bisa harta maupun jasa) yang wajib diberikan oleh 

suami kepada istri untuk menghalalkan seluruh anggota badannya‛.
7
 Prinsip 

bagi Imam Syafi'i yaitu asal sesuatu yang dijadikan mahar itu bernilai dan 

berharga, maka boleh digunakan sebagai maskawin, maka jelas bahwa mahar 

berupa jasa atau manfaat (non materi) diperbolehkan. Imam Syafi’i, Ahmad, 

Ishaq, Abu Tsaur dan Fuqaha Madinah dari kalangan Tabi’in berpendapat 

bahwa mahar tidak ada batas minimalnya. 

Kitab al-Umm karya Imam Syafi’i menjelaskan masalah maskawin 

sebagai berikut: setiap barang yang bisa dijual atau disewakan dengan suatu 

harga, maka barang tersebut bisa dijadikan maskawin. Sebaliknya bila 

barang itu tidak mempunyai harga dan tidak bisa dijual, maka barang 

tersebut tidak layak menjadi maskawin. Suatu barang tidak boleh dijadikan 

maskawin, kecuali diketahui adanya, dan benda itu halal dijual baik dengan 

tunai atau dengan ditangguhkan. 

Maskawin yang diberikan bisa sedikit dan bisa juga banyak itu sama 

saja, dengan demikian boleh orang itu mengawini seorang wanita dengan 

maskawin hanya sedirham atau kurang dari sedirham. 

 8 فِ  فِ       فِ  قَ  قَ  قَ   نٌ  قَقَ     اقَ   لْحَ  فِ اقَ  قَ   فِ  افِ  قَ  الشَّ   قَ  فِ    بً  لْحَ  فِ  قَ  ى فِ   قَ      قَ   فِ  لْحَ  فِ  الْحَقَ   اقَ   قَ : ى فِ  افِ  الشَّ   اقَ  قَ 

                                                           
7
 Abdurrahman Jaziri, Kitab Fiqh ala Madzhabi Arba’ah, Juz IV, (Beirut Libanon: Darul Kutub 

al-Ilmiyah, 1990), 99-100. 
8
 Imam Abi Abdus Muhammad bin Idris Asy-Syafi’i, Al-Umm, Juz V, (Beirut Libanon: Dar al-

Fikr), 64. 
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 Artinya: ‚Syafi'i berkata: Sebuah cincin besi tidak menyamai, yang 

mendekati dari sedirham, akan tetapi mempunyai harga yang 

diperjualbelikan dengan barang tersebut‛ 

 

Pernyataan Imam Syafi’i di atas menunjukkan bahwa ia tidak 

memberi batasan terendah dalam memberikan mahar kepada wanita, yang 

penting dalam perspektif Imam Syafi’i itu mahar mempunyai nilai yang 

bermanfaat. 

Pendapat Imam Syafi’i tentang kebolehan perempuan mengawini 

laki-laki dengan mahar lelaki itu menjahit kepadanya pakaian atau 

membangun baginya rumah atau melayaninya sebulan atau baginya lelaki itu 

berbuat suatu perbuatan apa saja atau ia mengajarkan al-Qur’an, dalam 

kitabnya al-Umm: 

   قَ      فِ  قَ لْحَ  لْحَ  قَ     بً  قَ   اقَ قَ   قَ  لْحَ     لْحَ  قَ    بً  لْحَ  قَ   اقَ قَ   قَ  يِّ    قَ   لْحَ  قَ  ىاقَ  قَ      قَ  فِ  لْحَ  قَ   لْحَ  قَ      لْحَ  قَ   :  ى فِ  افِ  الشَّ   اقَ  قَ 

   قَ  قَ  لْحَ  قَ    قَ  قَ    بً  لْحَ  قَ   اقَ قَ     اقَ  لْحَ  قَ  لْحَ  قَ  ى شَّ  قَ       قَ  لْحَ       قَ    اقَ  لْحَ  قَ  لْحَ  قَ   قَ  كقَ    قَ   بً  قَ  قَ   اقَ قَ  ا   قَ  لْحَ  قَ  لْحَ  قَ    بً  لْحَ  قَ 
9  قَ  قَ   

Artinya: ‚Imam asy-Syafi’i berkata: Boleh bahwa wanita itu mengawini 

seorang laki-laki untuk menjahit kepadanya pakaian atau 

membangun baginya rumah atau melayani sebulan atau lelaki itu 

berbuat baginya suatu perbuatan apa saja atau ia mengajarkan al-

Qur’an yang disebutkan atau ia mengajarkan bagi wanita itu 

seorang budak dan yang serupa dengan ini‛. 

 

 Penjelasan dari kitab di atas adalah Imam Syafi’i membolehkan 

adanya mahar dengan menjahit pakaian, membangun rumah, melayani 

sebulan, atau mengajarkan al-Qur’an kepada istri, yang merupakan mahar 

jasa. Menurut Imam Syafi’i, setiap manfaat yang dimiliki dan halal harganya 

                                                           
9
 Ibid. 
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serta mempunyai nilai kesederhanaan pada mahar itu lebih beliau sukai. 

Beliau memandang sunnah, bahwa tidak berlebih pada mahar.
10

 

Imam Syafi’i, dalam melakukan pembahasan mengenai mahar jasa di 

atas, mengungkapkan beberapa dalil yang tercantum dalam kitabnya 

Ahkamul Qur’an yaitu firman Allah SWT QS. an-Nisa’ ayat 24: 

                

Artinya: ‚Maka istri-istri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, 

berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu 

kewajiban.‛
11

 

 

Ayat di atas menjelaskan bahwa wajib atas orang yang menikah lagi 

mencampuri, memberikan maskawin.114 Hadits yang dijadikan argumentasi 

Imam Syafi’i mengenai mengenai mahar jasa adalah: 

شَّ  الشَّ   شَّ  قَ     قَ   اقَ  قَ    افِ  اقَ  لْحَ     قَ    قَ   فِ  فِ   قَ  قَ الْحَ افِ    قَ  قَ  اقَ  لْحَ  فِ   فِ  فِ   قَ  قَ  ا      قَ  قَ :  اقَ  قَ   قَ اشَّ  قَ  قَ   قَ  لْحَ اقَ  قَ    ا   ىاشَّ  قَ   فِ
 12)  اطبر         بو    ا  (او      فِ  فِ    قَ  لْحَ  قَ 

 

Artinya: ‚Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: ‚Bayarlah olehmu ‚alaiq‛ 

(istilah lain untuk mahar). Apakah ‚alaiq‛ itu Ya Rasulullah? Nabi 

menjawab: sesuatu yang disenangi oleh keluarga wanita‛. (HR. Abu 

Dawud dan Tabrani) 

 

Ulama Syafi’iyah mengatakan mahar manfaat adalah sah. Kaidahnya 

menurut mereka adalah setiap sesuatu yang dapat menjadi harga dalam jual 

beli dapat pula menjadi mahar, jika sah membeli rumah dengan harga berupa 

memanfaatkan suatu tanah pertanian selama waktu tertentu, maka begitu 

                                                           
10

 Ismail Yakub, Terjemah al-Umm, Jilid V, (Jakarta: CV. Faizan, 1984), 287. 
11

 Yayasan Penyelenggara Penterjemah al-Qur’an, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Bandung: Sinar 

Baru Algensindo, 2006), 65. 
12

 Muhammad al-Syaukani, Nailul Authar, Cet. I, (Mesir: Syirkah Maktabah al-Baby alHalaby wa 

Auladuhu, 1961), 166. 
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pula sah menjadikan manfaat tersebut sebagai mahar. Setiap kegiatan yang 

diupah seperti mengajar al-Qur’an, fiqh dan sebagainya, atau mengajar 

keterampilan seperti bertenun, menjahit, atau menjahitkan pakaian, atau 

membangun rumah, atau melayani si perempuan, meski ia merdeka, maka 

semua itu sah untuk menjadi mahar, seperti halnya sah untuk menjadi harga 

jual beli. 

 

C. Biografi Abu Hanifah 

Imam Abu hanifah, yang dikenal dengan sebutan Imam Hanafi, 

mempunyai nama lengkap: Abu Hanifah Al-Nu’man bin Tsabit bin Zutha Al-

Kufi. lahir di Irak pada tahun 80 Hijriah/699 M, bertepatan dengan masa 

khalifah Bani Umayyah Abdul Malik bin Marwan. Beliau digelari dengan 

nama Abu Hanifah yang berarti suci dan lurus, karena sejak kecil beliau 

dikenal dengan kesungguhannya dalam beribadah, berakhlak mulia, serta 

menjauhi perbuatan-perbuatan dosa dan keji. Dan mazhab fiqihinya 

dinamakan Mazhab Hanafi. Abu Hanifah tumbuh dan dibesarkan di kota 

Kufah. Di kota inilah ia mulai belajar dan menimba banyak ilmu. Ia pun 

pernah melakukan perjalanan ke Basrah, Makkah dan Madinah dalam rangka 

mengembangkan wawasan dan memperluas ilmu pengetahuan yang telah ia 

peroleh.
13

 

Ilmu yang dimiliki oleh Abu Hanifah demikian luas terutama temuan-

temuannya di bidang hukum dan memecahkan masalah-masalahnya sejumlah 

                                                           
13

 http://www.mutiarapublic.com/ragam-public/biografi-tokoh-islam/biografi-imam-abu-hanifah-

pendiri-madzhab-hanafi 
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60.000 masalah, hingga ia digelar dengan Imam al-A’zdam dan kekuasaan 

ilmunya itu diakui oleh Imam Syafi’i, beliau berkata: “manusia dalam bidang 

hukum adalah orang-orang yang berpegang kepada Abu Hanifah”.  

Kehidupan Abu Hanifah di masa Dinasti Umayyah selama 52 tahun, dan di 

masa Dinasti Abasiyyah selama 18 tahun. Dengan demikian beliau 

mengetahui hiruk pikuk pergantian kekuasaan Islam antara kedua Dinasti 

tersebut. Ketika Umar bin abdul aziz berkuasa (99-101 H), Abu Hanifah 

sudah menjelang dewasa.
14

 

Dalam mengistinbath hukum, Abu Hanifah berpegang pada al-Qur’an 

dan sangat berhati-hati dalam menggunakan Sunnah. Selain itu, ia banyak 

menggunakan qiyas, istihsan dan urf. Menurut Manna’ al-Qatthan, Abu 

Hanifah juga sering menggunakan hilu al-Syari’ah, yang digunakannya ketika 

kondisi dan keadaan mendesak. Belakangan diketahui bahwa Imam Abu 

Hanifah juga mengumpulkan hadis dalam sebuah buku yang disebut Musnad 

Abu Hanifah. Mazhab Hanafiyyah banyak dianut oleh umat Islam di 

Pakistan, India, Afganistan, Turki, Asia Tengah, Mesir, Brazil dan Amerika 

Latin.
15

 

 

D. Pendapat Imam Abu Hanifah Tentang Mahar Berupa Jasa 

Abu Hanifah dari madzhab Hanafi, berpendapat bahwa mahar adalah 

kewajiban tambahan dalam akad nikah, sama statusnya dengan nafkah. 

                                                           
14

  Muh Zuhri, Hukum Islam dalam Lintasan Sejarah, (Jakarta,: Raja Permai Grafindo Persada, 

1997), Hlm.94-95. 
15

  Yayan Sopyan, Tarikh Tasry’, (Depok: Gramata Publishing, 2010), Hlm. 121. 

http://kingilmu.blogspot.com/2015/09/biografi-imam-hanafi-perkembangan-pola.html
http://kingilmu.blogspot.com/2015/09/biografi-imam-hanafi-perkembangan-pola.html
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Mahar mengajarkan al-Qur’an atau melayani istri menurut Imam 

Kamaluddin bin al-Humam al-Hanafi dalam kitab Syarh Fathul Qadir yaitu: 

     لْحَ  قَ   اقَ قَ   قَ       قَ  اليِّ   شَّ  قَ    قَ  لْحَ     الْحَ   فِ  لْحَ افِ  لْحَ  قَ  ىاقَ  قَ   لْحَ  قَ   نٌ  قَ  قَ   اقَ قَ   فِ  فِ  قَ  لْحَ  فِ  ىاقَ  قَ   بً  قَ  قَ   لْحَ   رٌّ      قَ  شَّ  قَ  قَ   لْحَ  فِ  قَ 
  اقَ قَ   فِ  فِ  قَ  لْحَ  فِ  ىاقَ  قَ      قَ  لْحَ  قَ   فِ  لْحَ  فِ  فِ   بً  قَ  قَ   لْحَ   نٌ  لْحَ  قَ   قَ  شَّ  قَ  قَ   لْحَ  فِ  قَ   نٌ  قَ  قَ   فِ  فِ  قَ  لْحَ  فِ      قَ  لْحَ  فِ   اقَ قَ :  نٌ  شَّ    قَ   اقَ  قَ  قَ  ،افِ  لْحَ  افِ 
 16. نٌ  فِ  لْحَ  الْحَفِ   اقَ قَ  قَ    قَ  قَ   نٌ  قَ  قَ 

Artinya: ‚Jika seseorang yang merdeka menikah dengan mahar akan melayani 

istri 1 tahun atau mengajarinya al-Qur’an, maka bagi istri adalah mahar 

mitsil. Muhammad berkata: bagi istri tersebut adalah harga pelayanan. 

Jika seorang hamba sahaya menikah dengan izin tuannya dengan mahar 

melayani istri selama 1 tahun, maka diperbolehkan dan bagi istri 

mendapat pelayanan suami tersebut‛. 

 

Penjelasan dari kitab di atas adalah jika seseorang yang 

merdeka,menikah dengan mahar akan melayani istri selama satu tahun atau 

mengajarinya al-Qur’an, maka bagi istri adalah mahar mitsil. 

Pendapat hukum mengajarkan al-Qur’an sebagai mahar menurut 

Imam Kamaluddin bin al-Humam al-Hanafi dengan mengutip Imam Abu 

Hanifah yaitu bahwa mengajarkan al-Qur’an sebagai mahar adalah fasad 

(rusak) dan harus mengganti mahar mitsil. Alasan hukumnya terdapat dalam 

kitab Syarh Fathul Qadir karangan Imam Ibnu al-Humam, sebagai berikut: 

قَ  قَ  قَ   قَ  فِ  لْحَ     الْحَ   شَّ  قَ   فِ اقَ  لْحَ  فِ  قَ   فِ  فِ قَ   قَ     لْحَ  فِ  افِ  لْحَ  فِ  الْحَ      لْحَ  قَ   افِ  لْحَ   لْحَ   فِ  شَّ  فِ   قَ  لْحَ  فِ      لْحَ  قَ  ا   قَ  لْحَ  قَ  الْحَ  قَ  ،ا   قَ  لْحَ   لْحَ
 17    اقَ  قَ  الْحَقَ       قَ  قَ الْحَ    لْحَ  قَ  قَ اقَ   لْحَ  قَ  قَ   فِ  قَ  فِ  لْحَ  الشَّ 

Artinya: ‚ Menurut Abu Hanifah, sesungguhnya yang asli diwajibkan 

adalah mahar mitsil karena mahar mitsil itu yang paling adil, dan 

kalaupun ada yang mengadakan perpindahan memilih tidak memakai 

mahar mitsil itu dibolehkan ketika mereka telah memilih mahar 

                                                           
16

 Imam Kamal bin Muhammad bin Abdulrahim al-Ma’ruf bin al-Humam al-Hanafi, Syarh Fathul 
al-Qadir, Juz 3, (Beirut Libanon: Darl al-Kutub al-‘Ilmiyah), 326. 
17

 Ibid. 
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musamma, menurut Abu Hanifah itu tidak sah atau rusak karena tidak 

jelas‛ 

 

Dasar Imam Kamaluddin bin al-Humam al-Hanafi dalam 

mengajarkan al-Qur’an sebagai mahar diganti dengan mahar mitsil adalah 

dalam firman Allah QS. an-Nisa’ ayat 24: 

                                    

                         

                            

       

Artinya: ‚Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, 

kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum 

itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. dan Dihalalkan bagi kamu selain 

yang demikian (yaitu) mencari istri-istri dengan hartamu untuk dikawini 

bukan untuk berzina. Maka istri-istri yang telah kamu nikmati (campuri) 

di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan 

sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan Tiadalah mengapa bagi kamu 

terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah 

menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi 

Maha Bijaksana‛.
18

 

 

Fungsi kata bi pada kalimat bi amwalikum dalam ayat ini 

menunjukkan memiliki hak untuk mendapatkan manfaat dengan jalan 

mengganti, yaitu dengan membayar mahar. 

Sejalan dengan Abu Hanifah, menurut al-Kasani yang juga dari 

madzhab Hanafi menyebutkan bahwa mahar merupakan ganti kepemilikan 

manfaat. Suami berhak mendapat manfaat dari istri, dengan terjadinya 

                                                           
18

 Yayasan Penyelenggara Penterjemah al-Qur’an, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Bandung: Sinar 

Baru Algensindo, 2006), 65 
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transaksi (ijab dan kabul). Suami harus membayar mahar untuk mendapat 

hak manfaat ini. 

Madzab Hanafi mengatakan jika laki-laki menikah dengan mahar 

manfaat benda berupa menghuni rumah miliknya (laki-laki), menaiki 

hewannya, mengangkut barang bawaan di atas untanya, menanam di 

lahannya selama kurun waktu tertentu, maka penyebutan mahar sah dan 

perempuan berhak mendapatkan manfaat yang telah disebutkan. Hal ini 

tidak ada perselisihan.
19

 

Ukuran minimal mahar mitsil menurut Abu Hanifah adalah sepuluh 

dirham
20

, jika lelaki menikah dengan mahar berupa benda yang dapat diukur, 

ditimbang, atau dihitung sedangkan harganya pada waktu akad setara 

dengan 10 dirham atau lebih, kemudian harganya berkurang di bawah 10 

dirham sebelum diserahkan, maka perempuan tidak memiliki hak untuk 

menuntut lebih, karena yang dianggap adalah harga di saat akad. Adapun 

jika lelaki menikah dengan mahar benda yang harganya setara 8 dirham di 

saat akad, maka perempuan menuntutlah dua sisanya, meski harganya di saat 

penyerahan naik menjadi 10 dirham. Dasar hukumnya adalah hadits yang 

diriwayatkan dalil yang diriwayatkan oleh ad-Daruquthni dan al-Baihaqi 

sebagai berikut: 

                                                           
19

 Wahbah al-Zuhaily, al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuhu, Juz IX, (Beirut Libanon: Dar alFikr), 

6758. 
20

 Imam Kamal bin Muhammad bin Abdulrahim al-Ma’ruf bin al-Humam al-Hanafi, Syarh Fathul 
al-Qadir, Juz 3, (Beirut Libanon: Darl al-Kutub al-‘Ilmiyah), 335. 
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     فِ  لْحَ  قَ  قَ   قَ اشَّ  قَ  قَ   فِ  لْحَ اقَ  قَ    ا   ىاشَّ  قَ    افِ  ا   لْحَ     قَ   اقَ  قَ ,  اقَ  قَ      لْحَ  قَ    افِ   فِ  لْحَ  قَ   فِ  لْحَ   فِ   فِ  قَ   لْحَ  قَ 
قَ   شَّ  فِ   شَّ     قَ  يِّ  قَ      قَ  قَ   فو   شَّ  فِ  اقَ  قَ  اليِّ   قَ  افِ  قَ  قَ      قَ  قَ  قَ   قَ  لْحَ      نٌ  لْحَ  قَ   قَ  قَ   اقَ  قَ افِ  لْحَ   لْحَ

21  
Artinya: ‚Dari Jabir ibn Abdullah, bahwa Rasulullah SAW bersabda: 

Jangan nikahkan wanita kecuali sekufu’ dan jangan 

mengawinkan wanita kecuali para walinya, dan tidak ada mahar 

yang kurang dari sepuluh dirham‛. 

 

Menikah dengan mahar manfaat maknawi (manfaat bersifat abstrak) 

seperti mengajar al-Qur’an, fiqh, ilmu agama yang lain, atau mengajar halal-

haram sesuatu, merupakan pendekatan kepada Allah yang tidak boleh 

memberikan uang sewa atas pengajaran itu, maka terdapat perselisihan 

pendapat. Tiga imam Hanafiyah (Abu Hanifah, Abu Yusuf, Muhammad bin 

Hasan al-Syaibani) berpendapat bahwa al-Qur’an dan hukum-hukum agama 

tidak boleh dijadikan pengajaran sebagai imbangan harta sehingga tidak sah 

untuk dijadikan mahar, namun darinya wajib dibayar mahar mitsil, karena ia 

merupakan manfaat yang tidak bisa mengimbangi harta (tidak bisa dihitung 

dengan uang). 

Terkadang memberi fatwa tentang diperbolehkannya mengambil gaji 

atas pengajaran al-Qur’an dan ilmu-ilmu agama karena darurat, karena 

terkadang tidak ditemukan orang yang mengajarkan ilmu-ilmu agama 

padahal hal itu wajib atas kaum muslimin. 

Kaidahnya adalah sesuatu yang patut mendapatkan upah sah 

dijadikan mahar, karena upah merupakan harta yang memiliki harga yang 

bisa menjadi mahar. Berdasarkan hal ini, boleh memfatwakan keabsahan 

                                                           
21

 Ahmad bin al-Husain bin Ali bin Musa Abu Bakr al-Baihaqiy, Sunan al-Baihaqiy alKubra, Juz 

VII, Makkah al-Mukarramah: (Maktabah Dar al-Baz, 1994), 240 
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menjadikan pengajaran al-Qur’an dan fiqh sebagai mahar secara pasti. 

Sebagian ulama menentang pendapat itu dari sisi yang lain, yakni dengan 

melihat bahwa dengan demikian laki-laki akan menjadi pembantu 

perempuan, sedangkan pembantu lelaki merdeka terhadap perempuan 

diharamkan maka tidak bisa menjadi mahar. Penentangan ini tidak ada arti 

apa-apa, karena seorang pengajar al-Qur’an dan ilmu tidak bisa disebut 

sebagai pembantu, bahkan secara urfi ia disebut sebagai tuan.
22

 

Mahar selain pengajaran, seperti menikah dengan mahar ketaatan 

laki-laki terhadap perempuan yang mana ketaatan tersebut tidak boleh diberi 

upah seperti menikah dengan mahar laki-laki menjadi badal haji perempuan 

maka tidak sah dan bagi perempuan ditetapkan mahar mitsil. Lelaki menikah 

dengan perempuan dengan mahar berupa menalak seorang perempuan tanpa 

disertai dengan harta maka sama juga tidak sah dan bagi perempuan 

ditetapkan mahar mitsil, begitu pula jika lelaki menikah dengan mahar 

berupa menjadi pelayan perempuan sedangkan dia adalah orang merdeka dan 

bukan seorang hamba sahaya, maka tidak sah.
23

 

Suami memiliki hak bertindak atas perempuan, jika dia menjadi 

pembantu perempuan, maka lelaki dianggap remeh jika perempuan 

mempunyai hak menggunakan lelaki seperti tuan menggunakan hambanya. 

Hal ini tidak diperbolehkan, berbeda jika memang lelaki tersebut adalah 

hamba sahaya dan perempuan rela lelaki tersebut menjadi suaminya, maka 

                                                           
22

 Abdurrahman Jaziri, Kitab Fiqh ala Madzhabi Arba’ah, Juz IV, (Beirut Libanon: Darul Kutub 

al-Ilmiyah, 1990), 98. 
23

 Ibid. 
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sah lelaki tersebut menikah dengan perempuan tersebut dengan mahar 

menjadi pelayan bagi perempuan tersebut, karena sifat kepelayanan sudah 

melekat pada lelaki itu, maka tidak ada penghalang untuk melayani istrinya. 

Pelayanan yang tidak dianggap hina, menikah dengan mahar 

menanamkan tanaman bagi perempuan di tanah milik perempuan itu sendiri, 

atau menggembalakan kambing milik perempuan selama waktu tertentu, 

maka hal ini sah untuk menjadi mahar, menurut pendapat yang benar. Para 

ulama menyatakan dalam pembahasan ijarah (sewa orang), anak tidak boleh 

menyewa ayahnya untuk menjadi pembantu, tetapi boleh menyewanya untuk 

menggembala, bertani karena tidak ada kehinaan sama sekali. 

Pelayanan yang tidak hina pula, menikah dengan mahar 

menggembalakan kambing ayah si perempuan seperti yang terjadi pada Nabi 

Musa a.s. dengan mertuanya yakni Nabi Syuaib a.s. yang telah dikisahkan 

oleh Allah dalam al-Qur’an. Syari’at kaum sebelum kita merupakan syari’at 

bagi kita jika tidak ada nasikh (hukum pengganti). Keadaan seperti ini, wali 

mengganti mahar mitsil bagi si istri.
24

 

Seorang laki-laki menikah dengan mahar mendatangkan perempuan 

lain yang merdeka sebagai pelayan maka mahar sah jika perempuan yang 

lain itu rela, jika seorang lelaki menikah dengan mahar mendatangkan 

laki-laki lain sebagai pelayan selama waktu tertentu dan laki-laki lain itu 

rela, maka mahar demikian ini tidak boleh jika pelayanan laki-laki lain itu 

                                                           
24

 Ibid , 99. 
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bisa menjadikan fitnah, dengan demikian mahar diganti dengan harga 

pelayanan itu. 

Mahar dengan mendatangkan laki-laki lain yang tidak ada 

kekhawatiran terjadinya fitnah, maka boleh-boleh saja, sedangkan jika laki-

laki lain itu tidak rela menjadi pelayan maka mahar ditetapkan harga 

pelayanannya. Seorang laki-laki menikah dengan mahar mendatangkan laki-

laki lain sebagai pelayan selama waktu yang tidak ditentukan, dalam 

masalah ini juga terdapat perincian yang telah disebutkan yakni boleh jika 

tidak ada fitnah dan tidak boleh jika ada fitnah.
25

 

 

E. Persamaan dan Perbedaan Konsep Mahar Berupa Jasa Menurut Imam Syafi’i 

dan Abu Hanifah 

Berdasarkan hasil pemaparan penulis di atas, maka untuk 

memperjelas uraian dalam skripsi ini, maka kriteria yang di kemukakan 

Imam syfai’i dan Abu Hanifah di tuangkan dalam tabel dibawah ini: 

                                                           
25

 Ibid. 

No. Ulama Hukum Alasan 

1 Imam Syafi’i Membolehkan Karena mahar yang berupa jasa 

atau manfaat yang dapat 

diupahkan boleh dan sah 

dijadikan mahar. Akad 

pernikahannya sah 

2 Imam Abu Hanifah 

(Imam Kamaluddin bin 

al-Humam) 

Tidak 

Membolehkan 

Karena mahar yang berupa jasa 

tidak termasuk harta yang tidak 

boleh mngambil upah darinya, 

sehingga tidak boleh untuk 
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Dari tabel di atas nampak jelas bahwa perspektif pandangan Imam 

Syafi’i membolehkan adanya mahar dengan menjahit pakaian, membangun 

rumah, melayani sebulan, atau mengajarkan al-Qur’an kepada istri, yang 

merupakan mahar jasa. Menurut Imam Syafi’i, setiap manfaat yang dimiliki 

dan halal harganya serta mempunyai nilai kesederhanaan pada mahar itu 

lebih beliau sukai. Beliau memandang sunnah, bahwa tidak berlebih pada 

mahar.
26

 

 Imam Syafi’i, dalam hal ini upah boleh dijadikan mahar, bila 

memang upah yang yang dijadikan mahar itu ada, sehingga kemanfaatan dari 

upah (jasa) tersebut menempati posisi mahar. Sedangkan menurut pendapat 

Imam Hanafi melarang (tidak memperbolehkan) memberikan mahar dengan 

mengajarkan al-Quran atau upah dari hasil mengajarkan al-Quran, karena 

tidak sebanding dengan harta. 

 

F. Bentuk Mahar Jasa yang Sah menjadi Mahar Perkawinan 

Jika seorang laki-laki benar-benar tidak mampu untuk memberikan 

mahar dalam bentuk materi (harta), maka ia bisa memberikan mahar dalam 

bentuk non materi (bukan harta). Hendaknya sesuatu yang non materi 

                                                           
26

 Ismail Yakub, Terjemah al-Umm, Jilid V, (Jakarta: CV. Faizan, 1984), 287 

dijadikan mahar, namun darinya 

wajib dibayar dengan mahar 

mitsil. Sedangkan akad 

pernikahaanya tetap sah 
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tersebut memiliki manfaat yang kembali kepada si wanita. Mahar tidak 

mesti berupa uang atau harta benda, akan tetapi boleh juga hal-hal lainnya. 

Untuk lebih jelasnya, berikut ini hal-hal yang dapat dijadikan maskawin atau 

mahar: 

1. Semua pekerjaan yang dapat diupahkan. 

Menurut Madzhab Syafi'i, pekerjaan yang dapat diupahkan, boleh 

juga dijadikan mahar. Misalnya, mengajari membaca alQur'an, mengajari 

ilmu agama, bekerja dipabriknya, menggembalakan ternaknya, membantu 

membersihkan rumah, ladang atau yang lainnya. 

Pendapat Imam Syafi’i dalam kitab al-Umm mengenai mahar berupa 

jasa yaitu: 

   قَ      فِ  قَ لْحَ  لْحَ  قَ     بً  قَ   اقَ قَ   قَ  لْحَ     لْحَ  قَ    بً  لْحَ  قَ   اقَ قَ   قَ  يِّ    قَ   لْحَ  قَ  ىاقَ  قَ      قَ  فِ  لْحَ  قَ   لْحَ  قَ      لْحَ  قَ   :  ى فِ  افِ  الشَّ   اقَ  قَ 

   قَ  قَ  لْحَ  قَ    قَ  قَ    بً  لْحَ  قَ   اقَ قَ     اقَ  لْحَ  قَ  لْحَ  قَ  ى شَّ  قَ       قَ  لْحَ       قَ    اقَ  لْحَ  قَ  لْحَ  قَ   قَ  كقَ    قَ   بً  قَ  قَ   اقَ قَ  ا   قَ  لْحَ  قَ  لْحَ  قَ    بً  لْحَ  قَ 
 27  قَ  قَ 

Artinya: ‚Imam asy-Syafi’i berkata: Boleh bahwa wanita itu mengawini seorang 

laki-laki untuk menjahit kepadanya pakaian atau membangun baginya 

rumah atau melayani sebulan atau lelaki itu berbuat baginya suatu 

perbuatan apa saja atau ia mengajarkan al-Qur’an yang disebutkan atau 

ia mengajarkan bagi wanita itu seorang budak dan yang serupa dengan 

ini‛ 

 

Semisal, seorang laki-laki berkata: "Saya terima pernikahan saya 

dengan putri bapak yang bernama Siti Maimunah dengan mas kawin akan 

mengajarkan membaca al-Qur'an kepadanya selama dua tahun, atau dengan 

mas kawin mengurus ladang dan ternaknya selama dua bulan‛. 

                                                           
27

 Imam Abi Abdus Muhammad bin Idris Asy-Syafi’i, Al-Umm, Juz V, (Beirut Libanon: Dar al-

Fikr), 64. 
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Hal ini sebagaimana telah terjadi ketika Nabi Musa a.s. menikahi 

salah seorang putri Nabi Syu’aib a.s., dengan maskawin bekerja selama 

delapan tahun sebagaimana firman Allah SWT dalam surat al-Qashash ayat 

27: 

                                     

        

Artinya: "Berkatalah Dia (Syu'aib): Sesungguhnya aku bermaksud 

menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas 

dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu 

cukupkan sepuluh tahun maka itu adalah suatu kebaikan) dari kamu.‛ 

(QS. Al-Qashash: 27)
28

  

 

Dalil lain dibolehkannya kerja dijadikan sebagai shadaq (maskawin) 

adalah hadits berikut ini: 

  فِلقَ   قَ  قَ  قَ    فِقَ    قَ قَ اشَّ لْحَل   قَ   فَقَ قَللْحَ   لْحَ  لْحَاقَ  فِ  : رلشَّم  لقَ  فِ    ا   صلشَّى   افِ   روا    قَكاقَ 
 29)ى ابخك     ا( الْحَ     فِ 

Artinya: ‚Rasulullah SAW bersabda: Pergilah sesungguhnya saya telah 

menikahkan kamu dengannya dengan apa ayat-ayat al-Qur'an yang kamu 

hafal.‛ (HR. Bukhari) 

 

Sebagian ulama menakwilkan kata bima ma'aka minal qur'an dengan 

akan mengajarkan satu atau beberapa surat dari al-Qur'an. Mahar dalam 

bentuk hafalan al-Qur’an yang akan diajarkan oleh seorang laki-laki kepada 

istrinya, sebagaimana dalam hadits di atas. Hal ini, sang suami akan 

mengajarkan hafalan al-Qur’an yang ia miliki (surat-surat tertentu yang ia 

                                                           
28

 Yayasan Penyelenggara Penterjemah al-Qur’an, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Bandung: Sinar 

Baru Algensindo, 2006), 310. 
29

 Al-Imam Abi Abdillah Muhammad bin Isma'il bin Ibrahim ibn al-Mugirah ibn Bardizbah al-

Bukhari, Sahih al-Bukhari, Juz V, (Beirut Libanon: Darul Kutub al-’Ilmiyah,1992),444. 
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hafal) kepada istrinya, sehingga sang istri yang tadinya belum mengetahui 

atau menghafalnya akan menjadi tahu dan hafal. 

2. Membebaskan budak 

Menurut Imam Syafi'i, bahwa membebaskan budak dapat dijadikan 

sebagai maskawin. Maksudnya, apabila seseorang hendak menikahi seorang 

wanita yang masih menjadi budak belian, kemudian ia membebaskannya dan 

menjadikan pembebasannya itu sebagai maskawinnya, maka boleh-boleh 

saja. Kemerdekaan dari perbudakan merupakan manfaat teramat besar yang 

diberikan kepada seseorang yang sebelumnya berstatus budak, sedangkan 

menurut sebagian ulama lain, membebaskan budak tidak boleh dijadikan 

sebagai maskawin. 

Dalil kelompok yang membolehkan adalah dalam sebuah hadits 

dikatakan bahwa Rasulullah SAW menikahi Shafiyyah dengan maskawin 

membebaskannya dari budak belian menjadi seorang yang merdeka dan 

dalam hadits tersebut tidak ada keterangan bahwa hal itu khusus untuk 

Rasulullah SAW, karena tidak ada keterangan kekhususan itulah, maka ia 

berarti berlaku dan diperbolehkan juga untuk seluruh ummatnya termasuk 

kita. Hadits dimaksud adalah sebagai berikut: 

  قَ شَّ   افِ دٍ  قَ   فِ  لْحَ   فِ  قَ  قَ   لْحَ  قَ    قَ  لْحَ  الْحَقَ   فِ  لْحَ   فِ  لْحَ  قَ     قَ   قَكبفِلدٍ   لْحَ    قَ  قَمشَّ    قَلقَ  شَّ  قَ  رسفِ لدٍ      لْحَ      قَ  لْحَ   لقَ    قَلقَ  شَّ  قَ 
شَّ  قَ   فِ  قَ  قَ لْحَ  اشَّقَ  قَ  قَ   فِ  قَلْحَ  قَ   ا    شَّ  قَ    افِ  اقَ  لْحَ     قَ   . 30  قَ قَ قَ  قَ  قَ    قَ قَ  فِللْحَ  اقَ  قَ  قَ  قَ  قَ  فِ

Artinya: ‚Telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa’id telah 

menceritakan kepada kami Hammad dari Tsabit dan Su’aib bin Habha 

dari Anas bin Malik bahwa Rasulullah SAW telah memerdekakan 

                                                           
30

 Ibid. 
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Shofiyah dan menjadikan kemerdekaan itu sebagai maharnya (waktu 

kemudian mengawininya).‛ 

Sedangkan yang menolak mengatakan bahwa hadits di atas adalah 

khusus untuk Rasulullah SAW saja, artinya maskawin dengan membebaskan 

budak itu hanya diperbolehkan untuk Rasulullah SAW saja dan tidak yang 

lainnya. 

3. Masuk Islam. 

Masuk Islamnya seseorang boleh dijadikan maskawin, hal ini 

sebagaimana dijelaskan dalam hadits berikut ini: 

 اقَ فِللْحَ  قَ   مُّ     قَ      قَللْحَ قَ     قَ قَ  قَ   فِ فَلْحَل  قَ    قَ   افِ  قَ  :  فَقَ قَكاقَللْحَ   فِ  قَلْحَ        مُّ      قَللْحَ قَ   قَبفَ ولْحَ   قَ قَ  قَ   كقَاقَ   دٍ  قَ  قَ   لْحَ  قَ 

 انٌ     قَ   قَك فِ قَ   قَ شَّ   فِ  امُّ  قَ فِ   قَ  قَ   نٌ افِقَ  لْحَ      قَ نٌ  قَ   لْحَ    قَ قَ  قَ   قَ  قَ  شَّ  قَ  بً قَ    قَا  قَ  قَ لْحَ   قَ  قَ   فِ لْحَ  لْحَ  قَ   قَ قَافِ قَ   قَ اشَّ  قَ  قَ   قَ فِ لْحَ 
 )31  انسك     ا(   قَ     لْحَ  قَ   قَافِ   قَ قَك قَ  اقَقَ  قَ قَ لْحَ      قَ  قَ لْحَ 

Artinya: ‚Dari Anas, dia berkata, Abu Thalhah telah melamar Ummu Sulaim, 

kemudian Ummu Sulaim menjawab: Demi Allah, tidaklah seorang laki-

laki sepertimu itu pantas ditolak. Tetapi kamu seorang laki-laki kafir 

sedang saya seorang muslim, dan tidak halal bagi saya menikah 

denganmu. Jika kamu masuk islam, maka itu adalah mahar untukku dan 

saya tidak meminta kepadamu selain itu. Kemudian dia masuk islam dan 

itu sebagai maharnya.‛ (HR. An-Nasa’i) 

Ulama yang tidak membolehkan masuk Islamnya seseorang dijadikan 

mas kawin adalah Ibnu Hazm. Ibnu Hazm memberikan catatan penting 

untuk hadits di atas dengan mengatakan:  Pertama, kejadian dalam 

hadits di atas terjadi beberapa saat sebelum hijrah ke Madinah, karena Abu 

                                                           
31

 Ahmad Ibn ‘Ali Ibn Syu’aib Ibn ‘Ali Ibn Sinan Ibn Bahr Ibn Dinar Abu ‘Abd alRahman al-

Nasa’i, Sunan an-Nasa’I Bisyarhi al-Hafidh Jalaluddin as-Suyuthi Wahatsiyah alImam as-Sanadi, 
Juz 6, (Beirut Libanon: Darul Kutub al-‘Ilmiyah), 114. 
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Thalhah termasuk sahabat Rasulullah SAW dari golongan Anshar yang 

masuk Islam paling awal. Dan pada saat itu, belum ada kewajiban mahar 

bagi wanita yang hendak dinikahi. 

Kedua, dalam hadits di atas juga tidak disebutkan bahwa kejadian itu 

diketahui oleh Rasulullah SAW, karena tidak diketahui oleh Rasulullah 

SAW, maka posisinya tidak mempunyai ketetapan hukum. Rasulullah SAW 

tidak mengiyakannya juga tidak melarangnya, karena tidak ada kepastian 

hukum itulah, maka ia harus dikembalikan kepada asalnya, bahwa ia tidak 

bisa dijadikan sebagai mas kawin.
32

 

Manfaat yang setidak-tidaknya didapatkan oleh Ummu Sulaim dari 

masuk Islamnya Abu Thalhah adalah pahala besar yang diberikan oleh Allah 

kepadanya karena ia telah mampu mengislamkan seseorang yang sebelumnya 

kafir. Sebuah riwayat disebutkan bahwa pahalanya lebih besar dari pada 

seekor unta merah (yang ketika itu amat mahal harganya). Belum lagi 

manfaat-manfaat lainnya yang bisa dirasakan oleh Ummu Sulaim.  Ibnu 

Qayyim mengatakan, inilah yang dipilih Ummu Sulaim. Dia lebih memilih 

keislaman Abu Thalhah yang bermanfaat baginya dan menyerahkan dirinya 

kepada Abu Thalhah jika Abu Thalhah masuk Islam. Ini yang lebih disukai 

Ummu Sulaim dari pada harta yang diserahkan oleh suami. Pada dasarnya, 

mahar ditetapkan sebagai hak perempuan agar dapat dimanfaatkannya. 

Begitu dia ridha menerima ilmu, agama, keislaman suami, dan bacaan al- 

                                                           
32

 Abi Muhammad bin Ahmad bin Sa’id bin Hazm, al-Muhalla, Juz V, (Beirut Libanon: Darul 

Fikr), 499 
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Qur’annya, maka hal tersebut merupakan mahar yang paling utama, paling 

bermanfaat, dan paling luhur.
33

 

                                                           
33

 Sayyid Sabiq, Fikih Sunah 3, Terj. Abdurrahim dan Masrukhin, (Jakarta: Cakrawala 

Publishing, 2008), 412 
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BAB III 

KETENTUAN UMUM TENTANG MAHAR DALAM PERKAWINAN ISLAM 

DI INDONESIA 

 

A. Sejarah KHI di Indonesia 

Lahirnya KHI tidak dapat dipisahkan dari latar belakang dan 

perkembangan (pemikiran) hukum Islam di Indonesia. Di satu sisi, 

pembentukan KHI terkait erat dengan usaha-usaha untuk keluar dari situasi 

dan kondisi internal hukum Islam yang masih diliputi suasana kebekuan 

intelektual yang akut. Di sisi lain, KHI mencerminkan perkembangan hukum 

Islam dalam konteks hukum nasional, melepaskan diri dari pengaruh teori 

receptie, khususnya dalam rangkaian usaha pengembangan Pengadilan 

Agama. 

Hukum Islam di Indonesia memang sejak lama telah berjalan di 

tengah-tengah masyarakat. Namun harus dicatat bahwa hukum Islam tersebut 

tidak lain merupakan hukum fiqh hasil interpretasi ulama-ulama abad ke dua 

hijriyah dan abad-abad sesudahnya. Pelaksanaan hukum Islam sangat 

diwarnai suasana taqlid serta sikap fanatisme mazhab yang cukup kental. Ini 

makin diperparah dengan anggapan bahwa fiqh identik dengan Syari’ah atau 

hukum Islam yang merupakan wahyu aturan Tuhan, sehingga tidak dapat 

berubah. Umat Islam akhirnya terjebak ke dalam pemahaman yang tumpang 

tindih antara yang sakral dengan yang profan.
1
 

                                                           
1
 Zainuddin Ali, Hukum Islam : Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika, 

2006), hlm. 98 
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Akibat dari cara kerja yang demikian, maka lahirlah berbagai produk 

putusan Pengadilan Agama yang berbeda-beda meskipun menyangkut satu 

perkara hukum yang sama. Hal ini menjadi semakin rumit dengan adanya 

beberapa mazhab dalam fiqh itu sendiri, sehingga terjadi pertarungan antar 

mazhab dalam penerapan hukum Islam di Pengadilan Agama.  

Setelah Indonesia merdeka, ditetapkan 13 kitab fikih sebagai referensi 

hukum materiil di pengadilan agama melalui Surat Edaran Kepala Biro 

Pengadilan Agama RI. No. B/1/735 tanggal 18 februari 1985. Hal ini 

dilakukan karena hukum Islam yang berlaku di tengah-tengah masyarakat 

ternyata tidak tertulis dan berserakan di berbagai kitab fikih yang berbeda-

beda. 

Akan tetapi penetapan kitab-kitab fikih tersebut juga tidak berhasil 

menjamin kepastian dan kesatuan hukum di pengadilan agama. Muncul 

persoalam krusial yang berkenaan dengan tidak adanya keseragaman para 

hakim dalam menetapkan keputusan hukum terhadap persoalan-persoalan 

yang mereka hadapi. Berbagai hal dan situasi hukum Islam itulah yang 

mendorong dilakukannya kompilasi terhadap hukum Islam di Indonesia untuk 

menjamin kepastian dan kesatuan penerapan hukum Islam di Indonesia. 

Hal ini disebabkan tidak tersedianya kitab materi hukum Islam yang 

sama. Secara material memang telah ditetapkan 13  kitab yang dijadikan 

rujukan dalam memutuskan perkara yang kesemuanya bermazhab Syafi’i. 

Akan tetapi tetap saja menimbulkan persoalan yaitu tidak adanya 

keseragaman keputusan hakim. 
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B. Pengertian dan Dasar Hukum Mahar 

1. Pengertian Mahar 

Mahar berasal dari bahasa arab mahar artinya maskawin. Secara 

bahasa, mahar berasal dari bahasa arab yaitu (مهر) bentuk mufrad sedang 

bentuk jamaknya adalah (مهور) yang berarti maskawin. Secara umum kata 

lain yang dipergunakan untuk mahar di dalam Al-Qur’an adalah ‘ajr berarti 

penghargaan serta hadiah yang diberikan kepada pengantin putri. Pengertian 

‘ajr itu adalah sesuatu yang diberikan dan tidak dapat hilang. Sedangkan 

kata ṣadaqah juga dipergunakan di dalam Al-Qur’an untuk menekankan 

pemberian atau nafkah dalam kehidupan keluarga. Sedangkan kata niḥlah 

yang jamaknya naḥl yang artinya pemberian. Sedangkan kata fari ̄ḍah ialah 

untuk menyebutkan nafkah keluarga atau secara harfiyahnya adalah nafkah 

yang diwajibkan atau suatu bagian yang telah ditekankan.  Kata mahar tidak 

disebutkan dalam Al-Qur’an, tetapi istilah-istilah yang mempunyai maksud 

yang sama dengan mahar seperti ṣadaqah dan niḥlah yang disebut dalam 

surat An-Nisa’ : 4 

                                   

Artinya : berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu 

nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka 

menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang 
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hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang 

sedap lagi baik akibatnya. (QS. An-Nisa’: 4)
2
 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mahar adalah pemberian 

wajib berupa uang atau barang dari mempelai laki-laki kepada mempelai 

perempuan ketika dilangsungkan akad nikah.
3
 

Secara istilah mahar diartikan sebagai harta yang menjadi hak istri dari 

suaminya dengan adanya akad atau dukhul.
4
 Atau mahar juga dapat diartikan 

sebagai suatu pemberian yang diwajibkan bagi calon suami kepada calon 

istrinya, baik dalam bentuk benda ataupun dalam bentuk jasa (memerdekakan 

, mengajar , dan lain sebagainya).
5
 

Menurut pandangan ulama tentang pengertian mahar bermacam-

macam. Adapun pengertian mahar dari beberapa ulama adalah sebagai berikut: 

1) Menurut Ibrahim Muhammad al-Jamal, maskawin atau mahar adalah hak 

wanita, karena dengan menerima maskawin, artinya ia suka dan rela 

dipimpin oleh laki-laki yang baru saja mengawininya. Mempermahal 

maskawin adalah suatu hal yang dibenci Islam, karena akan mempersulit 

hubungan perkawinan di antara sesama manusia.
6
 

                                                           
2
 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan terjemah, Al-Qur’an dan Terjemahnya Al-Jumᾱnatul 

‘Ali, 77. 
3
 Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai 

Pustaka, cet. 3, 2005). 695 
4
 Dr.H.Amiiur Nurudin, Hukum Perdata Islam di Indonesia , (Jakarta:Prenada Media,cet 1, 2004) 

,54 
5
 Prof.Dr.H.M.A.Tihami,M.M.,M.H, Fiqih Munakahat (Jakarta:PT Raja Gravindo Persada,2009) 

,37. 
6
 Ibrahim Muhammad al-Jamal, Fiqih Wanita, Anshari Umar Sitanggal, (Semarang: CV. Asy 

Sifa’, 1988). 373. 
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2) Menurut Abdurrrahman al-Jaziri, maskawin adalah nama suatu benda 

yang wajib diberikan oleh seorang pria terhadap seorang wanita yang 

disebut dalam akad nikah sebagai pernyataan persetujuan antara pria dan 

wanita itu untuk hidup bersama sebagai suami istri.
7
 

3) Sayyid Sābiq mendefinisikan mahar sebagai suatu pemberian dari laki-

laki yang ditetapkan bagi perempuan supaya dapat menyenangkan 

hatinya dan membuatnya ridha terhadap kekuasaan laki-laki atas dirinya.
8
 

4) Kamal Muchtar, mengatakan mahar adalah pemberian wajib yang 

diberikan dan dinyatakan oleh calon suami kepada calon istrinya di dalam 

sighat akad nikah yang merupakan tanda persetujuan dan kerelaan dari 

mereka untuk hidup sebagai suami istri.
9
 

5) Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal I sub d Mahar 

adalah pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai 

wanita, baik berbentuk barang, uang, atau jasa yang tidak bertentangan 

dengan hukum Islam.
10

 Selanjutnya pada pasal 30 KHI menyebutkan 

bahwa calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon 

mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua 

belah pihak. Mahar diberikan langsung kepada calon mempelai wanita, 

dan sejak itu menjadi hak pribadinya, terdapat dalam Pasal 32 KHI. 

Penyerahan mahar dilakukan dengan tunai, apabila calon mempelai 

                                                           
7
 Abdurrrahman al-Jaziri, Kitab al-Fiqh ‘Ala al-Mazahib al-Arba’ah, Juz IV (Beirut Libanon: 

Darul Kutub ’Ilmiyah, 1990). 89 
8
 Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah, jilid II, (Kairo : Dār al Fath), 220. 

9
 Kamal Muchtar, Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan, (Jakarta: Bulan Bintang,1974), 

78. 
10

 KHI 
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wanita menyetujui, penyerahan mahar boleh ditangguhkan baik untuk 

seluruhnya atau untuk sebagian. Mahar yang belum ditunaikan 

penyerahannya menjadi hutang calon mempelai pria, terdapat dalam Pasal 

33 KHI. Kewajiban menyerahkan mahar bukan merupakan rukun dalam 

perkawinan. Kelalaian menyebut jenis dan jumlah mahar pada waktu akad 

nikah, tidak menyebabkan batalnya perkawinan, diatur dalam Pasal 34 

KHI. Begitu pula halnya dalam keadaan mahar masih terutang, tidak 

mengurangi sahnya perkawinan. 

 

Dari penjelasan tentang mahar di atas, maka dapat disimpulkan bahwa 

mahar merupakan suatu kewajiban yang harus dipikul oleh setiap calon suami 

yang akan menikahi calon istri sebagai tanda persetujuan dan kerelaan untuk 

hidup bersama sebagai suami istri, jadi mahar itu menjadi hak penuh bagi istri 

yang menerimanya, bukan hak bersama dan bukan pula hak walinya, tidak ada 

seorangpun yang berhak mengambil dan memanfaatkannya tanpa seizin dari 

perempuan itu, serta pemberian mahar itu dapat berbentuk barang, uang, atau 

jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Tentang penyerahan mahar itu 

pada dasarnya tunai, namun dapat ditangguhkan atau dihutangkan pembayarannya 

apabila kedua belah pihak mempelai menyepakatinya. 
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2. Dasar Hukum Mahar 

Dasar ketentuan hukum Mahar tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam 

pada BAB V Pasal 30-38, telah tertulis sebagai berikut: 

1. Pasal 30  

Calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon 

mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh 

kedua belah pihak. 

2. Pasal 31 

Penentuan mahar berdasarkan atas kesederhanaan dan kemudahan 

yang dianjurkan oleh ajaran Islam. 

3. Pasal 32 

Mahar diberikan langsung kepada calon mempelai wanita dan sejak 

itu menjadi hak pribadinya. 

4. Pasal 33 

(1) Penyerahan mahar dilakukan dengan tunai. 

(2) Apabila calon mempelai wanita menyetujui, penyerahan mahar 

boleh ditangguhkan baik untuk seluruhnya atau sebagian. Mahar 

yang belum ditunaikan penyerahannya menjadi hutang calon 

mempelai pria. 

5. Pasal 34 

(1) Kewajiban menyerahkan mahar bukan merupakan rukun dalam 

perkawinan. 
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(2) Kelalaian menyebut jenis dan jumlah mahar pada waktu akad 

nikah, tidak menyebabkan batalnya perkawinan. Begitu pula halnya 

dalam keadaan mahar masih terhutang, tidak mengurangi sahnya 

perkawinan. 

6. Pasal 35 

(1) Suami yang mentalak isterinya qobla al dukhul  wajib membayar 

setengah mahar yang telah ditentukan dalam akad nikah. 

(2) Apabila suami meninggal dunia qobla al dukhul tetapi besarnya 

mahar belum ditetapkan, maka suami wajib membayar mahar 

mitsil. 

(3) Apabila perceraian terjadi qabla al-dhuhul tetapi besarnya mahar 

belum ditetapkan, maka suami wajib membayar mahar mitsil. 

7. Pasal 36 

Apabila mahar hilang sebelum diserahkan, mahar itu dapat diganti 

dengan barang lain yang sama bentuk dan jenisnya atau dengan 

barang lain yang sama nilainya atau dengan uang yang senilai 

dengan harga barang mahar yang hilang. 

8. Pasal 37 

Apabila terjadi selisih pendapat mengenai jenis dan nilai mahar 

yang ditetapkan, penyelesaian diajukan ke Pengadilan Agama. 

9. Pasal 38 
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(1) Apabila mahar yang diserahkan mengandung cacat atau kurang, 

tetapi calon mempelai tetap bersedia menerimanya tanpa syarat, 

penyerahan mahal dianggap lunas. 

(2) Apabila isteri menolak untuk menerima mahar karena cacat, 

suami harus menggantinya dengan mahar lain yang tidak cacat. 

Selama Penggantinya belum diserahkan, mahar dianggap masih 

belum dibayar. 

Pengaturan mahar dalam KHI bertujuan:
11

 

a. Untuk menertibkan masalah mahar, 

b. Menetapkan kepastian hukum bahwa mahar bukan ‚rukun nikah‛, 

c. Menetapkan etika mahar atas asas ‚kesederhanaan dan kemudahan‛, 

bukan didasarkan atas asas prinsip ekonomi, status, dan gengsi, 

d. Menyeragamkan konsepsi yuridis dan etika mahar agar terbina 

ketentuan dan persepsi yang sama di kalangan masyarakat dan aparat penegak 

hukum. 

Mahar sebagai sebuah kewajiban dalam perkawinan Islam, maka 

kehadiran mahar tentu memiliki landasan hukum yang menjadi dasar yang 

kuat sebagai pegangan calon suami sebagai pihak yang mempunyai kewajiban 

                                                           
11

 Yahya harahap, Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama, (Jakarta: Sinar Grafika, 

2007),40 
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membayar mahar kepada calon istri. Dasar hukum diwajibkannya mahar 

tercantum pada al-Qur’an dan Hadist, di bawah ini: 

a. Al-Qur’an 

Dalam al-Qur’an tercantum pada Surat an-Nisa’ ayat 4 yang berbunyi: 

                                   

Artinya : berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu 

nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka 

menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang 

hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang 

sedap lagi baik akibatnya. (QS. An-Nisa’: 4) 

 

Ayat diatas menegaskan bahwa apabila seorang laki-laki ingin 

menikahi seorang perempuan untuk dijadikan sebagai istri wajib atasnya 

untuk memberikan mahar atau maskawin.
12

 Dan kememilikan mahar mutlak 

untuk istri, suami boleh menerima sebagian mahar jika istri memberikannya 

dengan penuh kerelaan dan keikhlasan.
13

 Disebutkan juga pada surat yang 

sama pada ayat yang  lain, yakni pada ayat 24 yang berbunyi: 

...                                

               

Artinya: Maka istri-istri yang Telah kamu nikmati (campuri) di antara 

mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai 

suatu kewajiban; dan tiadalah Mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang 

kamu Telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. 

Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana. (Q.S An-

Nisa’: 24)
14

 

 

                                                           
12

 Syibli Syarjaya, Tafsir Ayat-ayat Ahkam, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), 183. 
13

 H.M.A. Tihami  dan Sohari Sahrani, Fiqih Munakahat: Kajian Fiqih Nikah Lengkap, (Jakarta: 

Rajagrafindo Persada, Cet. 2, 2010), 37. 
14

 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan terjemah, Al-Qur’an dan Terjemahnya Al-Jumᾱnatul 

‘Ali,82. 
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Ayat di atas menyatakan bahwa mahar adalah kewajiban, dan pihak 

laki-laki wajib membayar dengan sempurna setelah bersetubuh dengan istri 

yang dikawininya. 

b. As-Sunnah 

 مٍ  يْ  حَ   زِ ازِ  يْ  يْ  زِ  حَ  يْ  زِ  حَ   يْ  مٍ  حَ   زِ  يْ زِ  آزِ  حَ   زِ  يْ  زِ  حَ  ايْ   حَ  يْ    حَ  حَ  حَ  دَّ  حَ   قُ  حَ  يْ  حَ    قُ  حَ  حَ  دَّ  حَ 
.  حَ ادَّ  حَ  زِ  حَ  يْ احَ    اقُ  حَ ادَّ ازِ  ازِ  حَ  يْ  قُ   حَ  حَ  زِ ٌ   حَ  حَ  يْ  زِ   يْ  احَ  حَ   احَ  حَ   يِّ  زِ  الدَّ  زِ 
حَ   قُ  يْ    زِ  ازِ  احَ  يْ  قُ    حَ  حَ :  يْ  احَ  حَ  حَ     حَ  يْ احَ  زِ   حَ حَ  حَ  حَ   احَ  حَ   يْ  زِ  يْ  حَ   حَ احَ   حَ  حَ  زِ
  حَ  حَ  يْ   حَ  قُدَّ   قُ  حَ  دَّ  حَ  حَ   زِاحَي يْهحَ   حَ حَ  ا دَّ   حَ  دَّ  حَ حَ .  حَ ادَّ  حَ  زِ  حَ  يْ احَ    اقُ  حَ ادَّ ازِ  ازِ  حَ  يْ  قُ  حَ 
  زِ  يْ  حَ   قُ  حَيْ  دَّ  قُ  حَ  حَ  يْ  حَ  زِ  ايْ  حَ    حَ  دَّ احَ  قُ  حَ  حَ  يْ  حَ   حَ ادَّ  حَ  زِ  حَ  يْ احَ    اقُ  حَ ادَّ  ازِ  حَ  اقُ  يْ  قُ  حَ 
  حَيْ   يْ  زِ  ازِ   احَ  يْ  قُ    حَ  حَ :  احَ  حَ  زِ  حَ   زِ  حَ  يْ  حَ   يْ اٌ  زِ  قُ  حَ    حَ  حَ  حَ   يْ  حَ احَ  ئً   حَ  يْ    حَ  حَ  يْ  زِ 
:  احَ امٍ   حَ  يْ  حَ   يْ  زِ   حَ  حَ  يْ ايْ  زِ  حَ  حَ :  احَ  حَ    حَ  حَ  يْ  زِ  يْ  دَّ ٌ    حَ حَ   حَ    حَ  زِ حَ   حَ احَ   حَ قُ يْ 
   ئً  حَ يْ   قُ  حَ زِ  ايْ  حَ   حَ  حَ  حَ  حَ   حَ ازِ  يْ  حَ   حَ  زِ   يْ  حَ  يْ  زِ   احَ  حَ  حَ .  ازِ  احَ  يْ  قُ    حَ  حَ   ازِ    حَ  حَ 
 ازِ  احَ  يْ  قُ  حَ  حَ   احَ  حَ  ئً    حَ  يْ  حَ   قُ  يْ  حَ    حَ  حَ   ازِ  حَ   حَ :  احَ  حَ  حَ   حَ  حَ   حَ    قُدَّ  حَ  حَ  حَ  حَ 
  حَ  حَ   حَ  قُدَّ   حَ  حَ  حَ  حَ .  مٍ  يْ  زِ  حَ   يْ    زِ  احَئً  حَ  يْ احَ  حَ   يْ  قُ  يْ  قُ :  حَ ادَّ  حَ  زِ  حَ  يْ احَ    اقُ  حَ ادَّ  حَ 
  يْ   زِ  حَ    زِ  حَ  حَ   يْ  زِ احَ    حَ  مٍ  يْ  زِ  حَ   يْ    زِ  احَئً   حَ  حَ  حَ   ازِ  احَ  يْ  قُ    حَ  حَ   ازِ  حَ    حَ :  احَ  حَ  حَ 
 زِ  يْ احَ    اقُ  حَ ادَّ  حَ   ازِ  اقُ  يْ  قُ  حَ   احَ  حَ  حَ   قُ  قُ  يْ    زِ  حَ احَ  حَ   اٌ  حَ  زِ   قُ   احَ  حَ : اٌ  يْ  حَ   احَ  حَ  –
  قُ  يْ  حَ  زِ احَ   يْ  زِ  حَ   ٌ  حَ   قُ  يْ    زِ  حَ  يْ احَ  حَ   يْ  قُ  حَ   حَيْ   قُ  حَ  يْ  زِ احَ   يْ  زِ   حَ   زِ  حَ  زِ  زِ   قُ  حَ  يْ    حَ  حَ :  حَ ادَّ  حَ  حَ 
    حَ  حَ   قُ  قُ ازِ  حَ يْ   احَ    حَ  حَ   زِ  دَّى حَ  اقُ  قُ  دَّ  ا  حَ احَ  حَ  حَ .  ٌ  حَ   قُ  يْ  زِ   حَ  يْ احَ  حَ   يْ  قُ  حَ   حَيْ 
  احَ    حَ  دَّ احَ  حَ   حَ  زِ  قُ  حَ   زِ  زِ   حَ  حَ  حَ    حَ  ئً ايِّ  حَ  قُ   حَ ادَّ  حَ  زِ  حَ  يْ احَ    اقُ  حَ ادَّ  حَ   ازِ  اقُ  يْ  قُ  حَ   قُ  حَ  حَ  حَ 
   حَ  حَ   قُ  حَ  يْ  قُ      حَ  حَ  حَ   قُ  حَ  يْ  قُ   حَ  زِ  حَ : احَ    حَ   زِ  يْ  قُ  ايْ   حَ  زِ   حَ  حَ    حَ   حَ  حَ :  احَ  حَ 
  يْ  حَ  يْ  زِ :  احَ  حَ .  يْ  حَ  حَ :  احَ    حَ  حَ  زِ ايْ  حَ   زِ  يْ  حَ   يْ  حَ   دَّ  قُ  قُ  حَ  يْ  حَ  حَ :  احَ  حَ     حَ  حَ  دَّ  حَ 
 15(   ه  ابخ   . )   زِ  قُ  ايْ   حَ  زِ   حَ  حَ    حَ    زِحَ  حَ  حَ  قُ  يْ ادَّ  حَ   يْ  حَ  حَ 

                                                           
15

 Al-Imam Abu Abdillah Ibn Ismail al-Bukhari, Juz V, Sahih al-Bukhari, (Beirut : Dār al-Kutub 

al-‘Ilmiah), 444. 
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Artinya: Telah mengabarkan kepada kami Qutaibah kepada Ya’kub dari 

Abi Khazim dari Sahal bin Sa’ad as-Sa’idiy berkata : ada seorang wanita 

datang kepada Rasulullah SAW dengan berkata : ‚Ya Rasulullah! Saya 

datang untuk menyerahkan diri kepada tuan (untuk dijadikan istri). 

‛Rasul memandang wanita itu dengan teliti lalu beliau menekurkan 

kepala. Ketika wanita itu menyadari bahwa Rasul tidak tertarik padanya, 

maka ia pun duduk. Lalu salah seorang sahabat beliau berdiri dan berkata 

: ‛Ya Rasulullah! seandainya tuan tidak membutuhkannya, kawinkanlah 

dia dengan saya. ‛Rasul bertanya: ‛Adakah engkau mempunyai sesuatu?‛ 

Jawab orang itu: ‛Demi Allah, tidak ada apa-apa, ya Rasulullah. ‛Rasul 

berkata: ‛Pergilah kepada sanak keluargamu! Mudah-mudahan engkau 

memperoleh apa-apa. ‛Orang itu pergi. Setelah kembali ia berkata: ‛Demi 

Allah, tidak ada apa-apa. ‛Rasul berkata: ‚Carilah walaupun sebuah 

cincin besi! ‛Orang itu pergi, kemudian kembali pula. Ia berkata : ‛Demi 

Allah, ya Rasulullah, cincin pun tidak ada. Tetapi saya ada mempunyai 

sarung yang saya pakai ini. ( Menurut Sa’id, ia tidak mempunyai kain 

selain dari yang dipakainya itu). Wanita itu boleh mengambil dari 

sebahagian dari padanya. ‛Rasullullah berkata : ‛Apa yang dapat engkau 

lakukan dari sarungmu itu. Kalau engkau pakai tentu ia tidak berpakaian. 

‚Lalu orang itu pun duduklah. Lama ia termenung kemudian ia pergi. 

Ketika Rasul melihatnya pergi, beliau menyuruh agar orang itu dipanggil 

kembali.Setelah ia datang, beliau bertanya: ‛Adakah engkau menghafal 

al-Qur’an? ‛Orang menjawab:‛saya hafal surat ini dan surat itu. ‛Ia lalu 

menyebutkan nama beberapa surat dalam Al-Qur’an. Rasul bertanya lagi : 

‛Kamu dapat membacanya diluar kepala?‛Ya,‛ jawab orang itu. 

‚Pergilah, engkau saya kawinkan dengan wanita itu dengan Al-Qur’an 

yang engkau hafal itu‛. (HR al-Bukhari) 

 

 

C. Syarat – Syarat Mahar 

Tertulis dalam KHI pasal 1 sub d bahwa mahar dapat berupa uang atau 

jasa yang tidak bertentangan dengan hukum islam.
16

 Jadi, Secara umum sudah 

dijelaskan dalam KHI bahwa mahar atau disebut umumnya di Indonesia 

                                                           
1616

 KHI 
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dengan kata maskawin itu dapat berupa uang atau jasa selagi hal itu sesuai 

dan tidak  bertentangan dengan hukum islam. 

Syarat lain bagi mahar adalah hendaknya yang dijadikan mahar itu 

adalah barang yang halal dan berharga dalam syariat Islam.
17

. Selain itu, 

perincian syarat mahar adalah sebagai berikut: 

1) Mahar itu dapat berupa harta yang mempunyai harga (nilai) ataupun 

sesuatu yang bermanfaat 

2) Mahar tidak berupa barang haram, tidak sah mahar berupa khamar dan 

babi juga yang telah diharamkan oleh agama. 

3) tidak ada kesamaran, jika terdapat unsur ketidak jelasan maka tidak sah 

dijadikan mahar, seperti mahar berupa hasil panen kebun pada tahun yang 

akan datang atau sesuatu yang tidak jelas, seperti mahar rumah yang 

tidak ditentukan.  

4) Mahar dimiliki dengan pemilikan sempurna. Syarat ini mengecualikan 

yang kurang atau tidak sempurna, seperti mahar sesuatu yang dibeli dan 

belum diterima, pemilikan seperti ini tidak sah dijadikan mahar. 

5) Mahar mampu diserahkan. Dengan syarat ini mengecualikan yang tidak 

ada kemampuan menyerahkan seperti burung di awang-awang atau ikan 

di laut.18 

6) Barangnya suci dan bisa diambil manfaat. 

7) Barangnya bukan barang ghasab.
19

 

                                                           
17

 Muammad Jaad Mughniyah, Fiqih Lima Madzhab (Jakarta: PT. Lentera Basritama, 2004), 365. 
18

 Abdul Rahman Ghazali, Fiqh Munakahat, (Jakarta: Kencana, 2008), 88.  
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D. Macam-Macam Mahar 

Secara implisit tentang macam-macam Mahar juga terdapat dalam 

KHI,  pada  BAB V Mahar pasal 30 – pasal 38,  

1. Mahar Musamma 

       Mahar yang disebut dengan jelas jumlah dan jenisnya dalam suatu 

akad nikah seperti yang diamalkan dalam perkawinan masyarakat kita 

pada saat ini. Berdasarkan cara pembayarannya mahar terbagi menjadi 2, 

yaitu: 

1) Mu’ajjal 

Mahar Mu’ajjal adalah mahar yang segera diberikan kepada istri atau 

mahar yang di berikan secara kontan. 

2) Muakhar 

Mahar muakhar adalah mahar atau maskawin yang ditangguhkan 

pemberiannya kepada istri atau mahar yang pemberiannya secara 

terhutang. 

Ulama telah bersepakat bahwa mahar musamma wajib dibayar oleh 

suami apabila berlaku salah satu dari pada perkara-perkara berikut:
20 

1) Suami telah menggauli istrinya 

  Terdapat pada firman Allah SWT Surat an-Nisa’ ayat 21: 

                                                                                                                                                               
19

 Abdul Rahman Ghozali, Fiqh Munakahat, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008),87-

88. 
20

 Peunoh Daly, Hukum Perkawinan Islam, (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1988), 224 
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                          

    

Artinya: ‚Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, Padahal  

sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain 

sebagai suami-istri. dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil 

dari kamu Perjanjian yang kuat”.
21

 

Ayat ini mengajarkan bahwa apabila seorang suami telah menggauli 

istrinya dia tidak lagi diperbolehkan mengambil kembali sedikitpun mahar 

yang telah dia berikan. Dengan ayat tersebut, hukum Islam menetapkan bahwa 

bercampurnya seorang suami dan istri mengakibatkan dilarangnya seorang 

suami mengambil kembali mahar yang telah dia berikan. 

Tercantum juga dalam KHI pasal 32 bahwa mahar yang diberikan 

kepada calon istri adalah menjadi hak pribadinya. Dalam artian suami dilarang 

mengambil dan memanfaatkan mahar, tanpa izin atau kerelaan dari sang Istri. 

2) Kematian salah seorang diantara mereka baik suami ataupun istri. 

Apabila salah seorang suami atau istri meninggal dunia qobla dukhul. 

Misalnya apabila suami meninggal sebelum bersetubuh dengan istrinya 

maka si istri berhak menuntut maskawin setengah dari maskawin yang 

disebutkan. Demikian pula ahli waris si istri berhak menuntut maskawin 

dari suaminya apabila si istri meninggal dunia sebelum dicampuri 

suaminya. Firman Allah QS. Al-Baqarah ayat 237: 

                            

 

                                                           
21

 Yayasan Penyelenggara Penterjemah al-Qur’an, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Bandung: Sinar 

Baru Algensindo, 2006), 64. 
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Artinya: ‛Jika kamu menceraikan istri-istrimu sebelum kamu bercampur 

dengan mereka, Padahal Sesungguhnya kamu sudah 

menentukan maharnya, Maka bayarlah seperdua dari mahar 

yang telah kamu tentukan itu.‛
22

 

 

 

2. Mahar Mitsil 
 

 Mahar mitsil Mahar yang tidak disebut besar kadarnya pada saat 

sebelum ataupun ketika terjadi pernikahan. Atau mahar yang diukur 

(sepadan) dengan mahar yang pernah diterima oleh keluarga terdekat, 

agak jauh dari tetangga sekitarnya, dengan mengingat status sosial, 

kecantikan dan sebagainya.23 

 Bila terjadi demikian, mahar itu tidak disebutkan besar kadarnya 

pada saat sebelum atau ketika terjadi pernikahan, maka mahar itu 

mengikuti maharnya saudara perempuan pengganti wanita (bibi, bude, 

anak perempuan bibi/ bude). Apabila tidak ada, maka mahar mitsil itu 

beralih dengan ukuran wanita lain yang sederajat dengan dia. 

Mahar mitsil terjadi apabila dalam keadaan berikut: 

Dalam KHI pasal 35 ayat 3, bila perceraian terjadi qobla dukhul tetapi 

besarnya mahar belum ditetapkan, maka suami wajib membayar mahar 

mitsil. 

1. Apabila pada waktu dilakukan akad nikah tidak disebutkan jumlah 

dan jenis mahar dan sebelumnya belum ditentukan mahar itu, seperti 

                                                           
22

 Yayasan Penyelenggara Penterjemah al-Qur’an, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Bandung: Sinar 

Baru Algensindo, 2006), 30 
23

 Abdul Rahman Ghazaly, Fiqih Munakahat ‚Seri Buku Daras‛, (Jakarta: Prenada Media, 2003), 

93.  
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dalam nikah tafwidh (nikah yang tidak disebutkan dan tidak 

ditetapkan maharnya) dengan berlangsung akad nikah ini wanita yang 

bersangkutan berhak menerima mahar mitsil baik suami telah 

bercampur dengan istri, atau meninggal sebelum bercampur. 

2. Jika mahar musamma belum dibayar sedangkan suami telah 

bercampur dengan istri dan ternyata nikahnya tidak sah. Nikah yang 

tidak disebutkan dan tidak ditetapkan maharnya disebut nikah 

tafwidh. Hal ini menurut jumhur ulama diperbolehkan. Firman Allah 

SWT: 

                            

Artinya: Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika 

kamu menceraikan isteri-isteri kamu sebelum kamu bercampur 

dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. (Q.S. 

Al-Baqoroh (2): 236).24 

 

       Ayat tersebut menunjukkan bahwa seorang suami boleh 

menceraikan istrinya sebelum digauli dan belum juga ditetapkan 

jumlah mahar kepada istrinya itu. Dalam hal ini, maka istri berhak 

menerima mahar mitsil. 

 

 

 

 

 

                                                           
24

 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya Al-Jumᾱnatul ‘Ali, 38. 
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E.  Bentuk dan Kadar Mahar 

Dalam KHI pasal 1 sub d dan pasal 30 sendiri sudah tercantum dengan 

jelas bahwa mahar dapat diberikan dengan bentuk barang, uang atau jasa yang 

tidak bertentangan dalam hukum Islam, serta jumlah, bentuk dan jenisnya 

disepakati oleh kedua belah pihak. 

Pada KHI pasal 32 juga mempertegas bahwa mahar itu atas asas 

kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan oleh ajaran Islam. 

Umumnya yang terjadi pada masyarakat Indonesia mahar itu dalam 

bentuk uang atau barang berharga lainnya, namun syariat Islam 

memungkinkan mahar itu dalam bentuk jasa melakukan sesuatu. Mahar dalam 

brntuk jasa ini ada landasannya dalam al-qur’an dan hadits Nabi Muhammad 

SAW. 

  دَّ  قُ  قُ  حَ  يْ  حَ  حَ :  احَ  حَ     حَ  حَ  دَّ  حَ    حَ  حَ   قُ  حَ  يْ  قُ      حَ  حَ  حَ   قُ  حَ  يْ  قُ   حَ  زِ  حَ : احَ    حَ   زِ  يْ  قُ  ايْ   حَ  زِ   حَ  حَ    حَ   حَ  حَ :  احَ  حَ  
   ه . )   زِ  قُ  ايْ   حَ  زِ   حَ  حَ    حَ    زِحَ  حَ  حَ  قُ  يْ ادَّ  حَ   يْ  حَ  حَ   يْ  حَ  يْ  زِ :  احَ  حَ .  يْ  حَ  حَ :  احَ    حَ  حَ  زِ ايْ  حَ   زِ  يْ  حَ   يْ  حَ 

 ( ابخ   
Artinya: Nabi bertanya: ‛Adakah engkau menghafal al-Qur’an? ‛Orang 

menjawab:‛saya hafal surat ini dan surat itu. ‛Ia lalu menyebutkan 

nama beberapa surat dalam Al-Qur’an. Rasul bertanya lagi : ‛Kamu 

dapat membacanya diluar kepala?‛Ya,‛ jawab orang itu. ‚Pergilah, 

engkau saya kawinkan dengan wanita itu dengan Al-Qur’an yang 

engkau hafal itu‛. (HR al-Bukhari) 

 

 Contoh lain adalah Nabi sendiri waktu menikahi Sofiyah yang waktu itu 

masih berstatus hamba dengan mahar memerdekaan Sofiyah tersebut. 

Kemudian ia menjadi Ummu al-Mukminin. Hal ini terdapat dalam hadist 

dari Anas r.a muttaafaq ‘alaih ucapan Anas: 
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  زِ  حَ  حَ   يْ  حَ    حَ  يْ  ايْحَ   زِ  يْ   زِ  يْ  حَ  قُ  حَ   حَ  زِ مٍ   يْ  حَ    زِ  حَ دَّ    حَ حَ  دَّ  حَ   مٍ  زِ يْ  حَ   زِ  يْ   قُ  حَ  يْ  قُ حَ    حَ حَ  دَّ  حَ 
دَّ  حَ   قُ  حَ  حَ يْ   دَّحَ  حَ  حَ   زِ  حَيْ  حَ   اقُ   دَّ  حَ   ازِ  احَ  يْ  قُ  حَ   حَ دَّ   ازِ مٍ  حَ   زِ  يْ     حَ حَ  زِ يْ  احَ  حَ  حَ  حَ  حَ  زِ
 25   حَ حَ حَ  حَ 

Artinya: ‚Telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa’id telah 

menceritakan kepada kami Hammad dari Tsabit dan Su’aib bin Habha 

dari Anas bin Malik bahwa Rasulullah SAW telah memerdekakan 

Shofiyah dan menjadikan kemerdekaan itu sebagai maharnya (waktu 

kemudian mengawininya).‛ 

 

 Para fuqaha juga telah mensepakati bahwa mahar itu tidak ada batas 

tertinggi. Namun ada juga diantara mereka berbeda pendapat tentang batas 

terendahnya. Imam syafi’i, Ahmad, Ishaq, Abu Tsaur dan fuqaha Madinah 

dari kalangan tabi’in berpendapat bahwa mahar tidak ada batas terendahnya. 

Segala sesuatu yang berharga bagi sesuatu yang lain dapat dijadikan mahar. 

  

F. Hikmah Pemberian Mahar 

Wujud mahar (maskawin) bukanlah untuk menghargai atau menilai 

perempuan, melainkan sebagai bukti bahwa calon suami sebenarnya cinta 

kepada calon istrinya, sehingga dengan suka dan rela hati ia mengorbankan 

hartanya untuk diserahkan kepada istrinya itu, sebagai tanda cuci hati dan 

sebagai pendahuluan, bahwa suami akan terus-menerus memberi nafkah 

kepada istrinya, sebagai kewajiban suami terhadap istrinya. Oleh sebab itu, 

maskawin tidak ditentukan berapa banyaknya, tetapi cukup dengan tanda 

cinta hati. Laki-laki yang tidak mau membayar mahar adalah suatu bukti 

                                                           
25

 Al-Imam Abi Abdillah Muhammad bin Isma'il bin Ibrahim ibn al-Mugirah ibn Bardizbah al-

Bukhari, Sahih al-Bukhari, Juz V, (Beirut Libanon: Darul Kutub al-’Ilmiyah,1992),444. 
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bahwa ia tidak menaruh cinta walau pun sedikit kepada istrinya.26 Adapun 

hikmah mahar adalah:  

1) Menunjukkan kemuliaan wanita, karena wanita yang dicari laki-laki bukan 

laki-laki yang dicari wanita. Laki-laki yang berusaha untuk mendapatkan 

wanita meskipun harus mengorbankan hartanya.  

2) Menunjukkan cinta dan kasih sayang seorang suami kepada istrinya, karena 

maskawin itu sifatnya pemberian, hadiah, atau hibah yang oleh Al-Qur’an 

diistilahkan dengan nihlah (pemberian dengan penuh kerelaan), bukan sebagai 

pembayar harga wanita. 

3) Menunjukkan kesungguhan, karena nikah dan berumah tangga bukanlah main-

main dan perkara yang bisa dipermainkan.  

4) Menunjukkan tanggung jawab suami dalam kehidupan rumah tangga dengan 

memberikan nafkah, karenanya laki-laki adalah pemimpin atas wanita dalam 

kehidupan rumah tangganya. Dan untuk mendapatkan hak itu, wajar bila 

suami harus mengeluarkan hartanya sehingga ia harus lebih bertanggung 

jawab dan tidak sewenang-wenang terhadap istrinya.27 

 

                                                           
26

 Mahmud Yunus, Hukum Perkawinan Dalam Islam, (Jakarta: PT Hidakarya Agung, 1986), 83. 

27
 Saleh Al-Fauzan, Fiqih Sehari-Hari, (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), 674. 
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BAB IV 

ANALISIS PENDAPAT IMAM SYAFI’I DAN ABU HANIFAH SERTA 

KETERKAITAN PEMBERIAN MAHAR JASA DALAM HUKUM 

PERKAWINAN DI INDONESIA 

 

A. Analisis Pendapat Imam Syafi’i Dan Abu Hanifah Tentang Mahar Berupa 

Jasa 

Imam Syafi’i dari madzab Syafi’iah berpendapat, bahwa mahar 

adalah sesuatu (bisa harta maupun jasa) yang wajib diberikan oleh suami 

kepada istri untuk menghalalkan seluruh anggota badannya. Prinsip bagi 

Imam Syafi'i yaitu asal sesuatu yang dijadikan mahar itu bernilai, berharga 

atau bermanfaat, maka boleh digunakan sebagai maskawin, maka jelas 

bahwa mahar berupa jasa atau manfaat (non materi) diperbolehkan. 

Pendapat Imam Syafi’i tentang kebolehan perempuan mengawini 

laki-laki dengan mahar lelaki itu menjahit kepadanya pakaian atau 

membangun baginya rumah atau melayaninya sebulan atau baginya lelaki itu 

berbuat suatu perbuatan apa saja atau ia mengajarkan al-Qur’an, dalam 

kitabnya al-Umm: 

 

   قَ  جُ   فِ  قَ وْ  وْ  قَ    ابً  قَ   اقَ قَ   قَ  وْ  جُ  وْ  قَ    بً  وْ  قَ   اقَ قَ   قَ  يِّ  جُ قَ   وْ  قَ  ىاقَ  قَ   جُ  قَ  فِ  وْ  قَ   وْ  قَ   جُ  وْ  قَ جُ :  ى فِ  افِ  الشَّ   اقَ  قَ 

  قَ  قَ  وْ  قَ    قَ  قَ    بً  وْ  قَ   اقَ قَ   جُ اقَ  وْ  قَ  وْ  قَ  ى شَّ  قَ  جُ    قَ اوْ  جُ    قَ  جُ اقَ  وْ  قَ  وْ  قَ   قَ  كقَ    قَ   بً  قَ  قَ   اقَ قَ  اجُ  قَ  وْ  قَ  وْ  قَ   ابً  وْ  قَ 
1  قَ  قَ   

                                                           
1
 Imam Abi Abdus Muhammad bin Idris Asy-Syafi’i, Al-Umm, Juz V, (Beirut Libanon: Dar al-

Fikr), 64 
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Artinya: ‚Imam asy-Syafi’i berkata: Boleh bahwa wanita itu mengawini 

seorang laki-laki untuk menjahit kepadanya pakaian atau 

membangun baginya rumah atau melayani sebulan atau lelaki itu 

berbuat baginya suatu perbuatan apa saja atau ia mengajarkan al-

Qur’an yang disebutkan atau ia mengajarkan bagi wanita itu 

seorang budak dan yang serupa dengan ini‛. 

 

Penjelasan dari kitab di atas adalah Imam Syafi’i membolehkan 

adanya mahar dengan menjahit pakaian, membangun rumah, melayani 

sebulan, atau mengajarkan al-Qur’an kepada istri, yang merupakan mahar 

jasa. Menurut Imam Syafi’i, setiap manfaat yang dimiliki dan halal harganya 

serta mempunyai nilai kesederhanaan pada mahar itu lebih beliau sukai. 

Beliau memandang sunnah, bahwa tidak berlebih pada mahar.
2
 

Sedangkan Abu Hanifah dari madzhab Hanafi, berpendapat bahwa 

mahar adalah kewajiban tambahan dalam akad nikah, sama statusnya dengan 

nafkah. Mahar mengajarkan al-Qur’an atau melayani istri menurut Imam 

Kamaluddin bin al-Humam al-Hanafi dalam kitab Syarh Fathul Qadir yaitu: 

  اقَ قَ   قَ    جُ  قَ  اليِّ   شَّ  قَ    قَ اوْ  جُ  اوْ   فِ  وْ افِ  وْ  قَ  ىاقَ  قَ   وْ  قَ   ةٌ  قَ  قَ   اقَ قَ   فِ  فِ  قَ  وْ  فِ  ىاقَ  قَ   بً  قَ اقَ   وْ  ارٌّ  جُ   قَ  شَّ  قَ  قَ   وْ  فِ  قَ 

 3 افِ  وْ  افِ  اجُ  وْ  قَ 

Artinya: ‚Jika seseorang yang merdeka menikah dengan mahar akan 

melayani istri 1 tahun atau mengajarinya al-Qur’an, maka bagi istri 

adalah mahar mitsil. 

 

Pendapat hukum mengajarkan al-Qur’an sebagai mahar menurut 

Imam Kamaluddin bin al-Humam al-Hanafi dengan mengutip Imam Abu 

                                                           
2
 Ismail Yakub, Terjemah al-Umm, Jilid V, (Jakarta: CV. Faizan, 1984), 287. 

3
 Imam Kamal bin Muhammad bin Abdulrahim al-Ma’ruf bin al-Humam al-Hanafi, Syarh Fathul 

al-Qadir, Juz 3, (Beirut Libanon: Darl al-Kutub al-‘Ilmiyah), 326. 
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Hanifah yaitu bahwa mengajarkan al-Qur’an sebagai mahar adalah fasad 

(rusak) dan harus mengganti mahar mitsil. Alasan hukumnya terdapat dalam 

kitab Syarh Fathul Qadir karangan Imam Ibnu al-Humam, sebagai berikut: 

قَ  قَ  قَ   قَ  فِ  وْ  جُ  اوْ   شَّ  قَ   فِ اقَ  وْ  فِ  قَ   فِ  فِ قَ   قَ  جُ  وْ  فِ  افِ  وْ  فِ  اوْ  اجُ  وْ  قَ   افِ  وْ   وْ   قَ  وْ  فِ   جُ  وْ  قَ  اجُ  قَ  وْ  قَ  اوْ  قَ  ،اجُ  قَ  وْ   وْ
 4  جُ  اقَ  قَ  اوْقَ    جُ  قَ  قَ اوْ    وْ  قَ  قَ اقَ   وْ  قَ  قَ   فِ  قَ  فِ  وْ  الشَّ   فِ  شَّ  فِ 

Artinya: ‚ Menurut Abu Hanifah, sesungguhnya yang asli diwajibkan adalah 

mahar mitsil karena mahar mitsil itu yang paling adil, dan kalaupun ada 

yang mengadakan perpindahan memilih tidak memakai mahar mitsil itu 

dibolehkan ketika mereka telah memilih mahar musamma, menurut Abu 

Hanifah itu tidak sah atau rusak karena tidak jelas‛ 

 

Dasar Imam Kamaluddin bin al-Humam al-Hanafi dalam 

mengajarkan al-Qur’an sebagai mahar diganti dengan mahar mitsil 

adalahdalam firman Allah QS. an-Nisa’ ayat 24: 

                                      

                          

                            

           

Artinya: ‚Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, 

kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan 

hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. dan Dihalalkan bagi 

kamu selain yang demikian (yaitu) mencari istri-istri dengan hartamu 

untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka istri-istri yang telah kamu 

nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka 

maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan Tiadalah 

mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling 

merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah 

Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana‛.
5
 

 

                                                           
4
 Ibid. 

5
 Yayasan Penyelenggara Penterjemah al-Qur’an, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Bandung: Sinar 

Baru Algensindo, 2006), 65 
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Fungsi kata bi pada kalimat bi amwalikum dalam ayat ini 

menunjukkan memiliki hak untuk mendapatkan manfaat dengan jalan 

mengganti, yaitu dengan membayar mahar. 

 

B. Persamaan dan Perbedaan Konsep Mahar Berupa Jasa Menurut Imam Syafi’i 

dan Abu Hanifah 

Berdasarkan hasil pemaparan penulis di atas, maka untuk 

memperjelas uraian dan analisis bab keempat skripsi ini, maka kriteria yang 

di kemukakan Imam syfai’i dan Abu Hanifah di tuangkan dalam tabel 

dibawah ini: 

 

Dari tabel di atas nampak jelas bahwa perspektif pandangan Imam 

Syafi’i membolehkan adanya mahar dengan menjahit pakaian, membangun 

rumah, melayani sebulan, atau mengajarkan al-Qur’an kepada istri, yang 

No. Ulama Hukum Alasan 

1 Imam Syafi’i Membolehkan Karena mahar yang berupa jasa 

atau manfaat yang dapat 

diupahkan boleh dan sah 

dijadikan mahar. Akad 

pernikahannya sah 

2 Imam Abu Hanifah 

(Imam Kamaluddin bin 

al-Humam) 

Tidak 

Membolehkan 

Karena mahar yang berupa jasa 

tidak termasuk harta yang tidak 

boleh mngambil upah darinya, 

sehingga tidak boleh untuk 

dijadikan mahar, namun darinya 

wajib dibayar dengan mahar 

mitsil. Sedangkan akad 

pernikahaanya tetap sah 
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merupakan mahar jasa. Menurut Imam Syafi’i, setiap manfaat yang dimiliki 

dan halal harganya serta mempunyai nilai kesederhanaan pada mahar itu 

lebih beliau sukai. Beliau memandang sunnah, bahwa tidak berlebih pada 

mahar.
6
 Hal ini terdapat dalam kitabnya al-Umm sebagai berikut: 

   قَ  جُ   فِ  قَ وْ  وْ  قَ    ابً  قَ   اقَ قَ   قَ  وْ  جُ  وْ  قَ    بً  وْ  قَ   اقَ قَ   قَ  يِّ  جُ قَ   وْ  قَ  ىاقَ  قَ   جُ  قَ  فِ  وْ  قَ   وْ  قَ   جُ  وْ  قَ جُ :  ى فِ  افِ  الشَّ   اقَ  قَ 

   قَ  قَ  وْ  قَ    قَ  قَ    بً  وْ  قَ   اقَ قَ   جُ اقَ  وْ  قَ  وْ  قَ  ى شَّ  قَ  جُ    قَ اوْ  جُ    قَ  جُ اقَ  وْ  قَ  وْ  قَ   قَ  كقَ    قَ   بً  قَ  قَ   اقَ قَ  اجُ  قَ  وْ  قَ  وْ  قَ   ابً  وْ  قَ 
7  قَ  قَ 

 

Artinya: ‚Imam asy-Syafi’i berkata: Boleh bahwa wanita itu mengawini 

seorang laki-laki untuk menjahit kepadanya pakaian atau 

membangun baginya rumah atau melayani sebulan atau lelaki itu 

berbuat baginya suatu perbuatan apa saja atau ia mengajarkan 

alQur’an yang disebutkan atau ia mengajarkan bagi wanita itu 

seorang budak dan yang serupa dengan ini‛. 

 

Hadits yang dijadikan argumentasi Imam Syafi’i mengenai mengenai 

mahar jasa adalah: 

شَّ  الشَّ   شَّ  قَ     قَ   اقَ  قَ    افِ  اقَ  وْ  جُ اقَ    قَ   فِ  فِ   قَ  قَ اوْ افِ    قَ  قَ  اقَ  وْ  فِ   فِ  فِ   قَ  قَ  ا اجُ   قَ  قَ :  اقَ  قَ   قَ اشَّ  قَ  قَ   قَ  وْ اقَ  قَ    اجُ  ىاشَّ  قَ   فِ
   اطبر         بو ا  ه  (او      فِ  فِ    قَ اوْ  قَ 

Artinya: ‚Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: ‚Bayarlah olehmu 

‚alaiq‛ (istilah lain untuk mahar). Apakah ‚alaiq‛ itu Ya Rasulullah? 

Nabi menjawab: sesuatu yang disenangi oleh keluarga wanita‛. (HR. 
Abu Dawud dan Tabrani) 

Imam Syafi’i berkata bahwa tidak disebut ‚alaiq‛ kecuali sesuatu 

yang bernilai harta walaupun sedikit dan tidak dinamakan harta kecuali 

sesuatu yang bernilai dan bisa diperjual belikan. 

                                                           
6
 Ismail Yakub, Terjemah al-Umm, Jilid V, (Jakarta: CV. Faizan, 1984), 287 

7
 Ibid. 
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 Pendapat Imam Syafi’i tersebut bila diperhatikan, maka menurut 

penulis bahwa Imam Syafi’i hendak meringankan kaum laki-laki yang ingin 

menikah dengan mahar non materi yang berupa jasa atau manfaat, dengan 

tidak memberikan syarat yang sulit yaitu pekerjaan atau setiap sesuatu yang 

dapat diupahkan atau mendatangkan manfaat yang baik bagi istri maka sah 

dijadikan mahar. Tampaknya Imam Syafi’i menilai bahwa perkawinan itu 

jangan dipersulit tapi agar dipermudah termasuk persoalan maskawin yang 

terkadang menjadi kendala bagi sebagian orang (kaum pria) yang ingin 

menikah, terutama memberikan mahar yang tidak berupa materi. 

Pendapat Imam Syafi’i, dalam hal ini upah boleh dijadikan mahar, 

bila memang upah yang yang dijadikan mahar itu ada, sehingga kemanfaatan 

dari upah (jasa) tersebut menempati posisi mahar. Sedangkan menurut 

pendapat Imam Hanafi melarang (tidak memperbolehkan) memberikan 

mahar dengan mengajarkan al-Quran atau upah dari hasil mengajarkan al-

Quran, karena tidak sebanding dengan harta. Hal itu juga sesuai dengan 

hadits: 

  جُ اقَ  قَ  وْ  قَ   ةٌ  قَ اقَ  قَ    فِ  قَ  اليِّ   جُ  قَ  وْ  قَ   شَّ  قَ   اقَ  قَ   قَ اشَّ  قَ  قَ   فِ  وْ اقَ  قَ   اجُ  ىاشَّ  قَ    افِ  اقَ  وْ  جُ اقَ   شَّ  قَ   قَ  قَ   فِ  قَ   وْ  قَ 
 8. ةٌ  شَّ  قَ  جُ 

Artinya: “Dari Aisyah bahwa sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: 

Sesungguhnya pernikahan yang paling agung adalah pernikahan 

yang paling murah maharnya .”  

 

Sedangkan pendapat Imam Abu Hanifah mengenai mahar 

mengajarkan al-Qur’an atau melayani istri yang menurut Imam Kamaluddin 

                                                           
8
 Abu Abdullah al-Syaibani, Musnad bin Hanbal, Juz VI, (Beirut: Dar Ihya al-Taris alArabi), 82 
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bin al-Humam al-Hanafi yang merupakan murid dari Imam Abu Hanifah 

dalam kitab Syarh Fathul Qadir yaitu: 

 اجُ  وْ  قَ   اقَ قَ   قَ    جُ  قَ  اليِّ   شَّ  قَ    قَ اوْ  جُ  اوْ   فِ  وْ افِ  وْ  قَ  ىاقَ  قَ   وْ  قَ   ةٌ  قَ  قَ   اقَ قَ   فِ  فِ  قَ  وْ  فِ  ىاقَ  قَ   بً  قَ اقَ   وْ  ارٌّ  جُ   قَ  شَّ  قَ  قَ   وْ  فِ  قَ 
  اقَ قَ   فِ  فِ  قَ  وْ  فِ  ىاقَ  قَ   جُ  قَ  وْ  قَ   فِ  وْ  فِ  فِ   بً  قَ اقَ   وْ   ةٌ  وْ  قَ   قَ  شَّ  قَ  قَ   وْ  فِ  قَ   ةٌ  قَ  قَ   فِ  فِ  قَ  وْ  فِ   جُ  قَ  وْ  فِ   اقَ قَ :  ةٌ  شَّ  جُ قَ   اقَ  قَ  قَ  ،افِ  وْ  افِ 
 9. ةٌ  فِ  وْ  اوْفِ   اقَ قَ  قَ    قَ  قَ   ةٌ  قَ  قَ 

Artinya: ‚Jika seseorang yang merdeka menikah dengan mahar akan 

melayani istri 1 tahun atau mengajarinya al-Qur’an, maka bagi istri 

adalah mahar mitsil. Muhammad berkata: bagi istri tersebut adalah 

harga pelayanan. Jika seorang hamba sahaya menikah dengan izin 

tuannya dengan mahar melayani istri selama 1 tahun, maka 

diperbolehkan dan bagi istri mendapat pelayanan suami tersebut‛. 

 

Penjelasan dari kitab di atas adalah jika seseorang yang merdeka, 

menikah dengan mahar akan melayani istri selama satu tahun atau 

mengajarinya al-Qur’an, maka bagi istri adalah mahar mitsil. 

Hukum mengajarkan al-Qur’an sebagai mahar menurut Imam 

Kamaluddin bin al-Humam al-Hanafi dengan mengutip Imam Abu Hanifah 

yaitu bahwa mengajarkan al-Qur’an sebagai mahar adalah fasad (rusak) dan 

harus mengganti mahar mitsil. Alasan hukumnya terdapat dalam kitab Syarh 

Fathul Qadir karangan Imam Ibnu al-Humam, sebagai berikut: 

قَ  قَ  قَ   قَ  فِ  وْ  جُ  اوْ   شَّ  قَ   فِ اقَ  وْ  فِ  قَ   فِ  فِ قَ   قَ  جُ  وْ  فِ  افِ  وْ  فِ  اوْ  اجُ  وْ  قَ   افِ  وْ   وْ   فِ  شَّ  فِ   قَ  وْ  فِ   جُ  وْ  قَ  اجُ  قَ  وْ  قَ  اوْ  قَ  ،اجُ  قَ  وْ   وْ
10  جُ  اقَ  قَ  اوْقَ    جُ  قَ  قَ اوْ    وْ  قَ  قَ اقَ   وْ  قَ  قَ   فِ  قَ  فِ  وْ  الشَّ 

 

Artinya: ‚ Menurut Abu Hanifah, sesungguhnya yang asli diwajibkan adalah 

mahar mitsil karena mahar mitsil itu yang paling adil, dan kalaupun 

ada yang mengadakan perpindahan memilih tidak memakai mahar 

mitsil itu dibolehkan ketika mereka telah memilih mahar musamma, 

menurut Abu Hanifah itu tidak sah atau rusak karena tidak jelas‛ 

 

                                                           
9
 Imam Kamal bin Muhammad bin Abdulrahim al-Ma’ruf bin al-Humam al-Hanafi, Syarh Fathul 

al-Qadir, Juz 3, (Beirut Libanon: Darl al-Kutub al-‘Ilmiyah), 326. 
10

 Ibid.,339. 
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Golongan madzhab Hanafiyah tidak membolehkan mengajarkan 

alQur’an sebagai mahar, karena berdasarkan pendapat mereka bahwa 

mengambil upah mengajarkan al-Qur’an adalah haram,
11

 dan diganti dengan 

mahar mitsil. Batas minimal mahar adalah 10 dirham, dengan mengemukakan 

dalil yang diriwayatkan oleh ad-Daruquthni dan al-Baihaqi sebagai berikut: 

  جُ  فِ  وْ  قَ  قَ   قَ اشَّ  قَ  قَ   فِ  وْ اقَ  قَ    اجُ  ىاشَّ  قَ    افِ  اجُ  وْ  جُ اقَ   اقَ  قَ ,  اقَ  قَ   جُ  وْ  قَ    افِ   فِ  وْ  قَ   فِ  وْ  افِ   فِ  قَ   وْ  قَ 
قَ   شَّ  فِ   شَّ  جُ  قَ  يِّ  قَ  جُ   قَ  قَ   فو   شَّ  فِ  اقَ  قَ  اليِّ   قَ  هفِ اقَ  قَ   جُ اقَ  قَ  قَ   قَ  وْ  جُ  اةٌ  وْ  قَ   قَ  قَ   اقَ  قَ افِ  وْ   وْ

12. 
Artinya: ‚Dari Jabir ibn Abdullah, bahwa Rasulullah SAW bersabda: 

Jangan nikahkan wanita kecuali sekufu’ dan jangan mengawinkan 

wanita kecuali para walinya, dan tidak ada mahar yang kurang dari 

sepuluh dirham‛ 

 

Islam memberikan hak kepada kaum wanita untuk menuntut mahar 

dari laki-laki yang akan menikahinya menurut yang dia kehendakinya, tetapi 

Islam memberikan motivasi bahwa wanita yang paling berkah adalah wanita 

yang ringan maskawinnya. 

Mahar sebenarnya memiliki nilai penting dalam perkawinan dan 

sebagai pemberian yang wajib dalam suatu akad perkawinan, sebagaimana 

firman Allah QS. an-Nisa’ ayat 4: 

                              

    

Artinya: ‚Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) 

sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Jika mereka 

menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan 

                                                           
11

 Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, Koleksi Hadits-hadits Hukum, Cet. III, (Semarang: 

PT. Petraya, 2001), 147 
12

 Ahmad bin al-Husain bin Ali bin Musa Abu Bakr al-Baihaqiy, Sunan al-Baihaqiy alKubra, Juz 

VII, (Makkah al-Mukarramah: Maktabah Dar al-Baz, 1994), h. 240 
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senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai 

makanan) yang sedap lagi baik akibatnya‛.
13

 
 

Hadits Nabi yang memperkuat statemen tentang kewajiban 

memberikan mahar berupa jasa kepada calon istri: 

  اقَ  قَ   يِّ  فِ  مٍ  الشَّك فِ  وْ  قَ   فِ افِ  وْ  وْ  فِ  قَ  وْ  فِ  قَ   وْ  مٍ  قَ   فِ بوْلفِ   فِ  قَ   فِ  وْ  فِ  قَ  اوْ   قَ  وْ    قَ  قَ  قَ  شَّ  قَ   جُ  قَ  وْ  قَ    جُ  قَ  قَ  شَّ  قَ 
  جُ  وْ ،  فِ  افِ  اقَ  وْ  جُ   اقَ  قَ :  وْ  اقَ  قَ اقَ .  قَ اشَّ  قَ  فِ  قَ  وْ اقَ ى  اجُ  قَ اشَّ افِ  افِ  قَ  وْ  جُ  اقَ  قَ  فِ  ةٌ  قَ اقَ  وْ  فِ   وْ  اقَ  قَ 
قَ    قَ قَ  الشَّ   قَ  شَّ  قَ قَ .  قَ اشَّ  قَ  فِ  قَ  وْ اقَ ى  اجُ  قَ اشَّ افِ  افِ  قَ  وْ  جُ   اقَ  قَ  وْ اقَ  فِ   قَ قَ  قَ اقَ   اقَ  قَ   وْ  فِ اوْ  قَ   قَ اقَ   قَ  قَ  فِ

  جُ اقَوْ  شَّ  جُ  قَ  قَ اوْ  قَ  فِ  اوْ  قَ   اقَ  شَّ اقَ  جُ اقَ  قَ  وْ اقَ   قَ اشَّ  قَ  فِ  قَ  وْ اقَ ى  اجُ  قَ اشَّ  افِ  قَ  اجُ  وْ  جُ اقَ   قَ  قَ  وْ  قَ   جُشَّ   جُ  قَ  شَّ  قَ  قَ   فِاقَي وْهقَك
  قَ جُلوْ  اقَوْ   وْ  فِ  افِ   اقَ  وْ  جُ   اقَ  قَ :  اقَ  قَ  فِ اقَ   فِ  قَ  وْ  قَ   وْ اةٌ  فِ  جُ اقَ    قَ  قَ اقَ   وْ  قَ اقَ  بًك  قَ  وْ    قَ  قَ  وْ افِ   فِ  وْ  قَ 
.  افِ  اقَ  وْ  جُ   اقَ  قَ   افِ ،  قَ  قَ :  اقَ امٍ   قَ  وْ  قَ   وْ  فِ   قَ  قَ  وْ اوْ  فِ  قَ  قَ :  اقَ  قَ   اقَ  قَ  وْ  فِ  وْ  شَّ  ةٌ   قَ قَ   قَ    قَ بفِ قَ   قَ اقَ 
   قَ   افِ  قَ   قَ :  اقَ  قَ اقَ   قَ  قَ  اقَ ،  جُشَّ  قَ  قَ  قَ   اقَ  بً  قَ وْ   جُ  قَ فِ  اوْ  قَ  اقَ  قَ  قَ اقَ   قَ افِ  وْ  قَ   قَ  فِ   وْ  قَ  وْ  فِ   اقَ  قَ اقَ 
.  مٍ  وْ  فِ  قَ   وْ    فِ  اقَبً  قَ  وْ اقَ  قَ  اوْ  جُ  وْ  جُ :  قَ اشَّ  قَ  فِ  قَ  وْ اقَ ى  اجُ  قَ اشَّ  افِ  قَ  اقَ  وْ  جُ اقَ  قَك  اقَ  قَ  بًك، اقَ  وْ  قَ   جُ  وْ  قَ  قَ 
 ىوْ  افِ  قَ    فِ  قَ  قَ   وْ  فِ اقَ ،  قَ  مٍ  وْ  فِ  قَ   وْ    فِ  اقَبً   قَ  قَ  قَ   افِ  اقَ  وْ  جُ   اقَ  قَ   افِ  قَ  ، قَ :  اقَ  قَ اقَ   قَ  قَ  اقَ  جُشَّ   قَ  قَ  قَ اقَ 
   قَ :  قَ اشَّ  قَ  قَ  فِ  وْ اقَ ى  اجُ  قَ اشَّ  قَ   افِ  اجُ  وْ  جُ اقَ   اقَ  قَ اقَ   جُ اجُ  وْ    فِ  قَ اقَ اقَ   اةٌ  قَ افِ   جُ   اقَ  قَ : اةٌ  وْ  قَ   اقَ  قَ  –
.  ةٌ  قَ   جُ  وْ  فِ   قَ  وْ اقَ  قَ   وْ  جُ  قَ  اقَوْ   جُ  وْ  قَ  فِ اقَ   وْ  فِ  قَ   ةٌ  قَ   جُ  وْ    فِ  قَ  وْ اقَ  قَ   وْ  جُ  قَ  اقَوْ   جُ  قَ  وْ  فِ اقَ   وْ  فِ   قَ  افِ  قَ  فِ  فِ   جُ  قَ  وْ  قَ 
   بً ايِّ  قَ  جُ   قَ اشَّ  قَ  فِ  قَ  وْ اقَ ى  اجُ  قَ اشَّ  قَ   افِ  اجُ  وْ  جُ اقَ   جُ  قَ اقَ ، اقَ   قَ  قَ   جُ  جُ افِ  قَ وْ   اقَ    قَ  قَ   فِ  شَّى قَ  اجُ  جُ اشَّ  ا  قَ اقَ  قَ اقَ 
  جُ اقَ  وْ  جُ   ،  قَ  قَ  قَ   جُ اقَ  وْ  جُ   قَ  فِ  قَ : اقَ    قَ   فِ اوْ  جُ  اوْ   قَ  فِ   قَ  قَ    قَ   قَ  قَ :  اقَ  قَ   اقَ    قَ  شَّ اقَ اقَ  ىقَ  فِ  جُ اقَ   فِ  فِ  اقَ  قَ  قَ اقَ 
   قَ  قَ  جُ  وْ اشَّ  قَ   وْ  قَ اقَ   وْ  قَ  وْ  فِ :  اقَ  قَ .  وْ  قَ  قَ :  اقَ    قَ  قَ  فِ اوْ  قَ  افِ  وْ  قَ   وْ  قَ   شَّ  جُ  جُ اقَ  وْ  قَ  قَ :  اقَ  قَ    اقَ  قَ  شَّ  قَ    قَ  قَ 
14ا  ه  ابخكاى. )ا  فِ  جُ  اوْ   قَ  فِ   قَ  قَ    قَ  فِقَ 

 

Artinya: Telah mengabarkan kepada kami Qutaibah kepada Ya’kub dari Abi 

Khazim dari Sahal bin Sa’ad as-Sa’idiy berkata : ada seorang 

wanita datang kepada Rasulullah SAW dengan berkata : ‚Ya 

Rasulullah! Saya datang untuk menyerahkan diri kepada tuan 

(untuk dijadikan istri). ‛Rasul memandang wanita itu dengan teliti 

                                                           
13

 Yayasan Penyelenggara Penterjemah al-Qur’an, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Bandung: Sinar 

Baru Algensindo, 2006), 61  
14

 Al-Imam Abu Abdillah Ibn Ismail al-Bukhari, Juz V, Sahih al-Bukhari, (Beirut : Dār al-Kutub 

al-‘Ilmiah), 444. 
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lalu beliau menekurkan kepala. Ketika wanita itu menyadari bahwa 

Rasul tidak tertarik padanya, maka ia pun duduk. Lalu salah seorang 

sahabat beliau berdiri dan berkata : ‛Ya Rasulullah! seandainya tuan 

tidak membutuhkannya, kawinkanlah dia dengan saya. ‛Rasul 

bertanya: ‛Adakah engkau mempunyai sesuatu?‛ Jawab orang itu: 

‛Demi Allah, tidak ada apa-apa, ya Rasulullah. ‛Rasul berkata: 

‛Pergilah kepada sanak keluargamu! Mudah-mudahan engkau 

memperoleh apa-apa. ‛Orang itu pergi. Setelah kembali ia berkata: 

‛Demi Allah, tidak ada apa-apa. ‛Rasul berkata: ‚Carilah walaupun 

sebuah cincin besi! ‛Orang itu pergi, kemudian kembali pula. Ia 

berkata : ‛Demi Allah, ya Rasulullah, cincin pun tidak ada. Tetapi 

saya ada mempunyai sarung yang saya pakai ini. ( Menurut Sa’id, ia 

tidak mempunyai kain selain dari yang dipakainya itu). Wanita itu 

boleh mengambil dari sebahagian dari padanya. ‛Rasullullah berkata 

: ‛Apa yang dapat engkau lakukan dari sarungmu itu. Kalau engkau 

pakai tentu ia tidak berpakaian. ‚Lalu orang itu pun duduklah. Lama 

ia termenung kemudian ia pergi. Ketika Rasul melihatnya pergi, 

beliau menyuruh agar orang itu dipanggil kembali.Setelah ia datang, 

beliau bertanya: ‛Adakah engkau menghafal al-Qur’an? ‛Orang 

menjawab:‛saya hafal surat ini dan surat itu. ‛Ia lalu menyebutkan 

nama beberapa surat dalam Al-Qur’an. Rasul bertanya lagi : ‛Kamu 

dapat membacanya diluar kepala?‛Ya,‛ jawab orang itu. ‚Pergilah, 

engkau saya kawinkan dengan wanita itu dengan Al-Qur’an yang 

engkau hafal itu‛. (HR al-Bukhari) 

 

Hadits di atas selain memberi penjelasan tentang wajibnya memberi 

mahar juga menjelaskan bahwa mahar tidak ada batasan kadarnya, sebab 

sebentuk cincin besi atau mengajarkan al-Qur’an bisa dijadikan dasar bahwa 

mahar dapat berupa harta dan dapat pula berupa jasa yang sah untuk 

dijadikan mahar perkawinan. 

Menurut analisis penulis, bahwa dari pendapat-pendapat ulama di 

atas dan dari pembahasan pada bab-bab sebelumnya, bila ditinjau dari segi 

non materi (jasa), mahar dengan mengajarkan al-Qur’an, masuk Islam, 

memerdekakan budak, atau pengajaran ilmu-ilmu agama yang lain dapat 

mendatangkan banyak keuntungan. Di samping banyak mendatangkan 
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manfaat, menikah dengan mahar tersebut mendatangkan pahala tersendiri 

bagi suami atau istrinya, yang demikian ini, jauh lebih mulia dibandingkan 

dengan harta benda yang bernilai jutaan. Hal ini akan dirasakan bagi mereka 

yang mengerti dan memahami manfaat dari mahar tersebut. Jika diukur 

dengan materi, maka tidak bisa disepadankan nilainya, yang terpenting 

kedua belah pihak atas dasar sukarela, sehingga boleh saja memberikan 

mahar materi berupa harta atau mahar non materi berupa jasa atau manfaat. 

 

C. Relevansi Pemberian Mahar Jasa Dalam Hukum Perkawinan Islam Di 

Indonesia 

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 1 sub d, menyebutkan 

bahwa mahar adalah pemberian dari calon mempelai pria kepada calon 

mempelai wanita, baik berbentuk barang, uang atau jasa yang tidak 

bertentangan dengan hukum Islam.
15

 

Pada KHI Pasal 30 merumuskan bahwa, ‚Calon mempelai pria wajib 

membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan 

jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak‛. Garis hukum KHI Pasal 30 di 

atas, menunjukkan bahwa calon mempelai pihak laki-laki berkewajiban 

untuk menyerahkan sejumlah mahar kepada calon mempelai perempuan, 

namun, jumlah, bentuk, dan jenisnya diatur berdasarkan kesepakatan antara 

pihak mempelai laki-laki dengan pihak mempelai wanita. 

                                                           
15

 Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: Akademi Pressindo), 113. 
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Hal ini berarti ketentuan garis hukum di dalam al-Qur’an dan al-

Hadits mengenai jumlah maksimal dan jumlah minimal pemberian mahar 

dari calon mempelai dimaksud tidak ada ketentuannya. Oleh karena itu, 

diserahkan kepada kedua pihak mengenai jumlah mahar yang disepakati 

sehingga persoalan mahar dalam perkawinan antara satu suku dengan suku 

lainnya di dalam masyarakat Indonesia yang beragama Islam berbeda-beda, 

namun pada prinsipnya adalah yang bermanfaat bagi pihak mempelai 

wanita.
16

 

Penentuan mahar berdasarkan atas kesederhanaan dan kemudahan 

yang dianjurkan oleh ajaran Islam (pasal 31 KHI).
17

 Kesederhanaan dan 

kemudahan penentuan mahar yang dimaksud, menunjukkkan bahwa hukum 

perkawinan dalam Islam berbeda dengan hukum kontrak sewa-menyewa 

dalam aspek hukum keperdataan lainnya, sehingga hukum perkawinan 

dimaksud, mengandung nilai-nilai ibadah kepada Allah yang mewujudkan 

hak dan kewajiban yang bernilai ibadah diantara pihak calon mempelai laki-

laki kepada pihak mempelai calon wanita.
18

 

Dasar kerelaan dan suka sama suka merupakan hal yang penting 

dalam membangun rumah tangga, bila kaum laki-laki dipersulit dalam 

pernikahan melalui persyaratan mahar yang berupa materi (benda atau harta) 

yang harus jumlahnya besar dan ditentukan, maka ini akan menjadi masalah 

bagi kaum pria yang tidak mampu, serta ditambah lagi dalam hal pemberian 

                                                           
16

 Zainuddin Ali, Hukum Perdata Islam di Indonesia,( Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 24- 25 
17

 Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: Akademi Pressindo), 113. 
18

 Zainuddin Ali, Hukum Perdata Islam di Indonesia,( Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 26 
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mahar non materi (jasa atau manfaat) yang harus jelas mempunyai sisi 

manfaat yang baik. Besarnya maskawin tidak menjadi jaminan langgengnya 

sebuah rumah tangga, karena banyak faktor lain yang mempengaruhi 

keutuhan rumah tangga. 

Dalam konteks masyarakat Islam di Indonesia, yang sebagian besar 

menganut paham Syafi’iyah yaitu mengenal dan memperbolehkan adanya 

pemberian mahar jasa dalam akad perkawinan, jumhur ulama telah sepakat 

bahwa mahar memang bukan merupakan salah satu rukun perkawinan. 

Ketentuan yang menguatkan mengenai kedudukan mahar terhadap status 

perkawinan, dapat dilihat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 34 

ayat (1) yaitu kewajiban menyerahkan mahar bukan merupakan rukun dalam 

perkawinan. 

Peristiwa yang pernah terjadi pada masa Nabi SAW tentang mahar 

berupa cincin dari besi, mahar berupa jasa mengajarkan beberapa ayat 

alQur’an maupun mahar mengajarkan hukum-hukum agama pada istrinya, 

apabila dikaitkan dengan sosial kultur yang berlaku di Indonesia, mahar 

berupa cincin dari besi, mahar berupa jasa mengajarkan beberapa ayat 

alQur’an maupun mahar mengajarkan hukum-hukum agama sangat jarang 

dilaksanakan, karena banyak ditemui adat kebiasaan di Indonesia 

memberikan mahar kepada istri berupa cincin, uang atau barang yang lainnya 

yang hampir seluruhnya disertai dengan seperangkat alat shalat dan juga 

sebuah kitab suci al-Qur’an. 
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Hal ini, seakan-akan menjadi suatu keharusan atau kewajiban 

tersendiri di setiap perkawinan pada akhirnya, kebiasaan ini menjadi suatu 

tradisi yang seakan-akan tidak afdhal kalau tidak dilaksanakan, karena adat 

kebiasaan ini ada yang ditentukan bersama antara calon istri dan calon 

suami, dan ada pula yang atas kehendak calon istri dengan menyebutkan 

berapa keinginan yang diminta. Kondisi dan budaya yang berbeda dengan 

Timur Tengah, seperti di Indonesia ini, didasarkan pada pertimbangan: 

Pertama, banyak ketentuan-ketentuan hukum Islam yang berlaku di 

Indonesia merupakan produk ijtihad yang didasarkan pada kondisi dan kultur 

Timur Tengah. Padahal, apa yang cocok dan baik bagi umat Islam di Timur 

Tengah, belum tentu baik dan cocok bagi umat Islam di Indonesia. 

Kedua, kompleksitas masalah yang dihadapi umat Islam dewasa ini 

terus berkembang dan semakin beragam. Masalah yang ada secara praktis 

berbeda pada setiap zaman, maka fiqh sebagai produk dari fuqaha’ harus 

disesuaikan dengan konteks sosial dimana fiqh itu diterapkan, namun 

tentunya dengan tujuan syari’ah itu sendiri. Karena ditaklifkanya hukum 

adalah untuk mewujudkan kemaslahatan dan menghindarkan kemafsadatan 

bagi manusia. Hukum berubah karena pertimbangan maslahat. sehingga 

hukum Islam tidak akan kaku, sesuai dengan arahan syari’ah.
19

 

                                                           
19

 Abdul Halim, ‚Ijtihad Kontemporer: Kajian Terhadap Beberapa Aspek Hukum Keluarga Islam 

Indonesia,‛ dalam Ainurrofiq (ed.), Mazhab Jogja: ‚Menggagas Paradigma Ushul Fiqh 
Kontemporer‛, cet. I, Yogyakarta: ar-Ruzz Press, 2002, h. 231 
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Ketentuan yang telah dikemukakan di atas tentang kewajiban 

mengajarkan beberapa ayat al-Quran yang dijadikan mahar, maka secara 

tidak langsung kewajiban seorang suami yang memberikan mahar berupa 

‚seperangkat alat shalat‛ yang termasuk kitab suci al-Qur’an di dalamnya 

akan lebih berat, disebabkan karena azas pemberian mahar itu sendiri adalah 

berazaskan manfaat, mahar apapun yang diberikan oleh suami atau yang 

diminta oleh istrinya pada intinya adalah harus mendatangkan manfaat, baik 

berupa harta benda ataupun berupa jasa. 

Mereka lebih berpegang kepada tradisi yang tidak ditetapkan oleh 

Allah. Hatinya jauh dari jiwa syari’at Islamiyah yang lebih memiliki hikmah 

yang tinggi. Hati dan kalbunya tidak memahami mutiara-mutiara hikmah 

agama yang mengatakan: 

قَ  قَ   جُ  وْ  جُ  شَّ  قَ اقَ   جُ  قَ اقَ  قَ  قَ   جُ  قَ  وْ  فِ   قَ  وْ  قَ اوْ  قَ   وْ  قَ   وْ  جُ  وْ اقَ  فِ   قَ  قَ  قَ    قَ  فِ  قَ   فِ   ةٌ  قَ  وْ افِ   وْ  جُ  قَ    وْ اجُ  قَ اوْ  قَ   لّاَ   فِ اوْ   وْ
  ةٌ  وْ افِ  قَ    ةٌ  قَ اقَ  قَ 

Artinya: ‚Jika datang kepada kalian seorang laki-laki yang engkau ridhai 

agama dan akhlaknya, maka nikahkanlah dia (dengan anak 

perempuanmu). Jika kalian tidak melakukan hal ini, maka akan 

terjadi fitnah dan kerusakan besar di atas bumi‛ 

 

Hadits yang diriwayatkan oleh Sahl di atas menunjukkan bahwa 

mahar dalam Islam bukanlah sekedar soal ekonomi, tetapi lebih mulia dan 

lebih tinggi dari itu. Mahar adalah sebagai peneguh kekuatan akad, penegas 

betapa luhurnya kedudukan wanita dan bukti atas kejujuran niat dari kedua 

belah pihak, laki-laki dan perempuan untuk membangun sebuah kehidupan 

rumah tangga. 
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Melalui analisis yang telah penulis lakukan, maka mahar bukanlah 

sesuatu yang mudah dan juga tidak bisa dikatakan sesuatu yang sukar. 

Dalam artian, segala sesuatu yang dijadikan sebagai mahar terdapat 

konsekuensinya, karena sedikit ataupun banyaknya mahar yang diberikan 

pada intinya kembali kepada kemanfaatan benda atau jasa itu sendiri. 

Jika mahar yang diberikan adalah berupa jasa seperti mengajarkan 

alQur’an atau mengajarkan ilmu-ilmu agama yang lainnya, baik masalah 

ibadah atau masalah yang terkait dengan ubudiyah, maka hal ini bisa 

dilakukan dengan bertahap, tidak asal meminta dan memberikan mahar 

semata, tetapi lebih kepada tujuan dan manfaat dari benda atau jasa itu 

sendiri dan diharapkan dapat terhindar dari hal-hal yang menyimpang dari 

ajaran agama, serta lebih dapat menjunjung tinggi ketentuan agama yang 

telah dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. 

Nabi mengizinkan sahabat menikah dengan mengajarkan beberapa 

ayat dari al-Qur’an karena Nabi memuliakan atas hafalan sahabat tersebut, 

dengan demikian, tidak selayaknya mushaf al-Qur’an kita jadikan sebagai 

trend dalam memberikan mahar kepada calon istri. Memberikan mahar 

dengan ‚seperangkat alat shalat‛, akan membawa kebaikan dan 

mendatangkan kemaslahatan bagi mereka yang memahami akan kegunaan 

dan keagungannya, kecuali mereka yang memberikan mahar ‚seperangkat 

alat shalat‛ hanya sebagai tradisi semata. Hal ini karena kemuliaan dan 

keagungan al-Qur’an sebagai kitab suci umat muslim. 
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Kecenderungan masyarakat Indonesia menganggap mahar harus 

berupa harta benda yang berharga, sedangkan mahar berupa jasa atau 

manfaat belum biasa berlaku di Indonesia, padahal mahar non materi bisa 

saja mempunyai manfaaat atau nilai yang jauh lebih berguna bagi diri istri, 

yang lebih menekankan nilai ibadah. 

Mahar berupa jasa bisa menjadi syi’ar islam tetapi juga bisa menjadi 

sarana untuk mendapatkan penilaian sosial. Pertama, kita mengarahkan 

masyarakat kepada suatu kesan yang baik terhadap agama. Kedua, penilaian 

masyarakat mengarahkan kita untuk menentukan mahar yang disebut layak, 

baik dan pantas. 

Hal ini tidak relevan dengan pendapat Imam Abu Hanifah yang 

mengatakan bahwa mahar harus berupa harta. Sedangkan pendapat Imam 

Syafi’i sejalan dengan KHI, bahwa mahar boleh berupa uang, barang atau 

jasa asal tidak bertentangan dengan hukum Islam dan berdasarkan asas 

kesederhanaan dan kemudahan.  
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

 Dari uraian yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya mengenai 

mahar berupa jasa , maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut : 

1. Bahwa mahar menurut Imam Abu Hanifah adalah kewajiban tambahan 

dalam akad nikah, sama statusnya dengan nafkah. Dalam pengertian ini 

maka mahar dimaknai sebagai sesuatu yang harus diberikan secara nyata 

atau konkrit. Sedangkan Imam Syafi’i menjelaskan mahar adalah sesuatu 

(bisa harta maupun jasa) yang wajib diberikan oleh suami kepada istri 

untuk menghalalkan anggota badannya. 

2. Persamaan pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi’i adalah sama-

sama menghukumi sah dalam pernikahannya. Perbedaannya menurut 

Imam Syafi’i, membolehkan mahar yang berupa jasa atau manfaat yang 

dapat diupahkan sah dijadikan mahar sedangkan menurut Imam Abu 

Hanifah tidak membolehkan, karena mahar harus bersifat materi yang 

secara nyata diberikan pada istri. Mengenai mahar yang berupa 

membacakan atau mengajarkan ayat-ayat al-Qur’an Imam Abu Hanifah 

menghukuminya fasad terhadap maharnya, sehingga tidak boleh dijadikan 

mahar, namun darinya wajib dibayar mahar mistil.  

3. Keterkaitan pemberian mahar berupa jasa dalam akad perkawinan dengan 

konteks sekarang ini sesuai dengan KHI, bahwa mahar boleh berupa 
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barang, uang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam 

(KHI Pasal 1 sub d). Mahar itu bisa berdasarkan asas kesederhanaan dan 

kemudahan serta berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak baik bentuk 

dan jenisnya (KHI Pasal 30 dan 31). 

B. Saran 

 Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka penulis mempunyai beberapa 

saran-saran sebagai berikut: 

1. Seiring perubahan zaman, maka problem umat semakin kompleks, maka 

penyelesaian yang arif dan bijaksana, yang diambil dari dasar utama 

hukum Islam, yaitu al-Qur’an dan as-Sunnah, dan hukum-hukum yang 

lahir dari keduanya. Bagaimana pun juga dasar hukum Islam yang telah 

diyakini itu sebagai petunjuk dan mampu memberikan jalan keluar dari 

problem tersebut dan perlu ditafsirkan kembali sesuai dengan kebutuhan 

umat saat ini. 

2. Islam menyenangi kemudahan, maka mudahkanlah urusan pernikahan 

kalian semua, salah satu diantaranya adalah dengan mempermudah dalam 

urusan mahar, sesuai dengan anjuran hadist nabi dan kisah-kisah 

terdahulu. Hal ini Islam juga memiliki aturan tersendiri dan tidak ada 

ketentuan yang pasti tentang kadar mahar, akan tetapi dianjurkan agar 

segala sesuatu yang kita jadikan mahar tersebut tidak berlebihan serta 

mempunyai asas manfaat. 
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3. Al-Quran sebagai kitab umat Islam yang sangat mulia, sudah sepatutnya 

kita menghargai dan mengangungkannya. Aktualisasi dari pengagungan 

itu adalah dengan tidak menggunakan al-Quran, termasuk alat shalat 

sebagai mahar dalam pernikahan hanya karena mengadopsi trend yang 

berkembang di masyarakat kecuali mereka faham dan yakin mampu 

memanfaatkan al-Quran atau alat shalat tersebut dengan baik dan benar, 

begitu pula sebaliknya dengan mahar non materi, baik yang mengajarkan 

al-Qur’an, masuk Islam, ataupun dengan suatu pekerjaan yang lain harus 

mempergunakan atau memanfaatkannya dengan baik, dan sesuai dengan 

aturan hukum islam yang berlaku. 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

DAFTAR PUSTAKA 

 

 

Abduttawab Haikal. Rahasia Perkawinan Rasulullah. Jakarta: Pedoman Jaya 

Ilmu. 1988. 

Abdurrahman. Kompilasi  Hukum Islam di Indonesia. Jakarta:  Academia  

Pressindo. 1992. 

Abdul Aziz Dahlan. Ensiklopedi Hukum Islam, Jilid III. Jakarta: PT. Ichtiar Baru 

Van Hoeve. 1996. 

Abdul Halim, ‚Ijtihad Kontemporer: Kajian Terhadap Beberapa Aspek Hukum 
Keluarga Islam Indonesia,‛ dalam Ainurrofiq (ed.), Mazhab Jogja: 

‚Menggagas Paradigma Ushul Fiqh Kontemporer‛, cet. I, Yogyakarta: 

ar-Ruzz Press, 2002. 

Abdul Rahman Ghozali, Fiqh Munakahat, Jakarta: Kencana Prenada Media 

Group, 2008. 

Abdurrrahman al-Jaziri, Kitab al-Fiqh ‘Ala al-Mazahib al-Arba’ah, Juz IV.Beirut 

Libanon: Darul Kutub ’Ilmiyah, 1990. 

Abi Ishaq al-Syairazi, al-Muhazzab fi Fiqh al-Iman al-Syafi’i, Juz II, Beirut 

Libanon: Darul al-Fikr, 1990. 

Abi Muhammad bin Ahmad bin Sa’id bin Hazm, al-Muhalla, Juz V, Beirut 

Libanon: Darul Fikr,t.t. 

Abu Abdullah al-Syaibani, Musnad bin Hanbal, Juz VI, Beirut: Dar Ihya al-Taris 

a lArabi,t.t. 

Ahmad bin al-Husain bin Ali bin Musa Abu Bakr al-Baihaqiy, Sunan al-Baihaqiy 
alKubra, Juz VII, Makkah al-Mukarramah: Maktabah Dar al-Baz, 1994. 

Ahmad Ibn ‘Ali Ibn Syu’aib Ibn ‘Ali Ibn Sinan Ibn Bahr Ibn Dinar Abu ‘Abd 

alRahman al-Nasa’i, Sunan an-Nasa’I Bisyarhi al-Hafidh Jalaluddin as-
Suyuthi Wahatsiyah alImam as-Sanadi, Juz 6, Beirut Libanon: Darul 

Kutub al-‘Ilmiyah,t.t. 

Al-Faqih Abul Walid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad Ibn Rusyd, 

Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul al-Muqtashid, Terj. Imam Ghazali 
Said dan Achmad Zaidun, (Jakarta: Pustaka Amina, 1989. 

Al-Imam Abi abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim ibn al-Mughirah ibn 

Bardizbah al-Bukhari. Sahih al-Bukhari, Juz V.Beirut, Lebanon: Darul 

Kutub Al’ilmiyah. 1992. 

Amir Syarifuddin. Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqh Munakahat 
dan Undang-undang Perkawinan. Jakarta: Kencana Prenada Media 

Group. 2009. 

Amiruddin dan H. Zainal Asikin. Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta: 

PT Raja Grafindo Persada. 2006 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

Ahmad al-Hajji al-Kurdi, Hukum-hukum Wanita dalam Fiqih Islam, Semarang: 

Dina Utama Semarang, 1995. 

Ahmad Ibn ‘Ali Ibn Syu’aib Ibn ‘Ali Ibn Sinan Ibn Bahr Ibn Dinar Abu ‘Abd al-

Rahman al-Nasa’I. Sunan an-Nasa’I Bisyarhi al-Hafidh Jalaluddin as-
Suyuthi Wahatsiyah al-Imam as-Sanadi. Juz 6. Beirut,Lebanon: Darul 

Kutub al-‘Ilmiyah.1995 

Ahmad Mudjab Mahalli, Wahai Pemuda Menikahlah, Jogjakarta: Menara Kudus, 

Cet. I, 2002. 

Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqh 
Munakahat dan Undang-undang Perkawinan, Jakarta: Prenada Media, 

2006. 

Bambang Sunggono. Metodologi Penelitian Hukum. Jakarta: PT Raja Grafindo 

Persada. 1998. 

Darmawan, ‚Batasan minimal mahar dalam perkawinan : analisis perbandingan 
pendapat antara Imam Syafi'i dan Imam Malik‛. Skripsi--UIN Sunan 
Ampel Surabaya. 2003. 

Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan terjemah, Al-Qur’an dan Terjemahnya Al-
Jumᾱnatul ‘Ali, 77,t.t. 

Departemen Agama RI. Ensiklopedi Islam di Indonesia. Jakarta: CV. Anda 

Utama. 1993. 

Departemen Pendidikan Nasional. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai 

Pustaka, Edisi III. 2005. 

H.A.A. Dahlan dan M. Zaka Alfarisi (eds). Asbabun Nuzul Latar Belakang 
Historis Turunnya Ayat-ayat al-Qur’an, Edisi kedua. Bandung:  CV. 

Penerbit Diponegoro. 2000. 

Hadari Nawaei. Metode Penelitian Bidang Sosial. Yogyakarta: Gajah Mada 

University Press. 1991. 

H.M.A. Tihami  dan Sohari Sahrani, Fiqih Munakahat: Kajian Fiqih Nikah 
Lengkap, Jakarta: Rajagrafindo Persada, Cet. 2, 2010. 

Ibrahim Muhammad al-Jamal, Fiqih Wanita, Anshari Umar Sitanggal. Semarang: CV. 

Asy Sifa’, 1988. 

Ibrahim bin Muhammad bin Kamal al-Din, Al-Bayan wa al-Ta’rif Fi asbab al-Wurud al-
Hadits al-Syarif, Beirut: Dar al-Saqafah al-Islamiyyah. 

Idris Ahmad, Fiqh Syafi’i: Fiqh Islam menurut Madzhab Syafi’i, Surabaya: 

Karya indah, 2002. 

Ibn Qudamah, al-Mughniy, Juz XII, Mesir: Darul al-Fikr,t.t. 

Imam Abi Abdus Muhammad bin Idris asy-Syafi’i. Al-Umm, Juz V. Beirut 

Libanon: Dar al-Fikri,t.t. 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

Imam Kamal bin Muhammad bin Abdulrahim al-Ma’ruf bin al-Humam al-

Hanafi, Syarh Fathul al-Qadir, Juz 3. Beirut, Libanon: Darul Kutub al-

‘Ilmiyah,t.t. 

Ismail Yakub, Terjemah al-Umm, Jilid V, Jakarta: CV. Faizan, 1984. 

Kheli Nur, ‚Studi Komparatif Pendapat Imam Malik dan Abu Hanifah tentang 
Maskawin yang Tidak Diketahui Sifat dan Jenisnya‛.Skripsi--IAIN 
Walisongo Semarang, 2005. 

Mahmud Yunus, Hukum Perkawinan Dalam Islam, Jakarta: PT Hidakarya 

Agung, 1986. 

M. Labib al-Buhiy, Hidup Berkembang secara Islam, Bandung: al-Ma’arif, 1983. 

Muhammad al-Syaukani, Nailul Authar, Cet. I, Mesir: Syirkah Maktabah al-

Baby alHalaby wa Auladuhu, 1961. 

Muhammad Jawad Mughniyah. Fiqih Lima Mazhab, Terj. Afif Muhammad. 

Jakarta: PT. Lentera Basritama. 2001. 

M. Syamsudin. Operasional Penelitian Hukum. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 

2007. 

M. Quraish Shihab, Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur’an, 

Jakarta: Lentera Hati, 2000. 

Peunoh Daly, Hukum Perkawinan Islam, Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1988. 

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, 

Jakarta: Balai Pustaka, cet. 3, 2005. 

Said Abdul Aziz al-Jandul, Wanita di antara Fitrah, Hak dan Kewajiban, Jakarta: 

Darul Haq, 2003. 

Saleh Al-Fauzan, Fiqih Sehari Hari, Jakarta: Gema Insani Press, 2005. 

Sayyid Sabiq. Fiqh al-Sunnah, Terj. Nor Hasanuddin, Jilid III, Cet. I. Jakarta: 

Pena Pundi Aksara. 2006. 

Sayyid Sabiq, Fiqh al-Sunnah II, Beirut: Dar al-Fikr, 1983. 

Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, 

Cet II, Yogyakarta: Liberti, 1986. 

Syamsul Mu’amar. ‚Studi Analisis Pendapat Imam Syafi’i tentang 
Diperbolehkannya Mengajarkan al-Qur’an sebagai Mahar‛. Skripsi--

IAIN Walisongo Semarang. 2004. 

Syibli Syarjaya, Tafsir Ayat-ayat Ahkam, Jakarta: Rajawali Pers, 2008. 

Wahbah Zuhaili, Al-Fiqh al-Islami wa> Adillatuhu, juz IX , Beirut : Dᾱ~>r al Fikr. 

Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, Koleksi Hadits-hadits Hukum, Cet. 

III, Semarang: PT. Petraya, 2001. 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

Yayasan Penyelenggara Penterjemah al-Qur’an. Al-Qur’an dan Terjemahnya. 

Bandung: Sinar Baru Algensindo. 2006.  

Zainuddin Ali, Hukum Perdata Islam di Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, 2006. 

 

 

 

 

 

 

 

 


